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KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas
limpahan Rahmat dan Petunjuk-Nya sehingga Dokumen Evaluasi Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Triwulan I Tahun 2025 ini dapat kami selesaikan
dengan baik.

Berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah dan peraturan Perundang-Undangan yang terkait. Dokumen
Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Triwulan I Tahun 2025 ini
disusun sebagai dokumen yang memberikan gambaran mengenai capaian
keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang tertuang
dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen ini juga memuat
perbandingan program kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Palangka Raya Tahun 2025 dengan APBD Tahun Anggaran 2025
untuk mengevaluasi konsistensi penyusunan rencana pembangunan
daerah dengan dokumen anggaran serta capaian kinerja dan penyerapan
dana program kegiatan yang dilaksanakan serta permasalahan
pelaksanaan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun
2025.

Dalam Pelaksanaan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Triwulan I Tahun 2025 ini masih banyak kekurangan sehingga
segala bentuk kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami
harapkan demi kesempurnaan laporan ini selanjutnya.

Akhir kata dengan segala ketulusan hati, kami ucapkan terima
kasih atas segala dukungan dan kerjasama semua pihak sehingga
dokumen evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Triwulan I
Tahun 2025 ini dapat terlaksana dengan baik.

Palangka Raya, April 2025

Kepala Badan Perencanaan
bangunan, Riset dan Inovasi
h Kota Palangka Raya,

FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.AP.
D l'embma Utama Muda
NIP. 19750317 199903 1 005
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Penyelenggaraan pembangunan daerah merupakan

konsekuensi logis dari implementasi otonomi daerah, yang memiliki
tujuan akhir mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di
wilayahnya. Pemerintah daerah, dalam rangka pelaksanaan otonomi
daerah, harus melaksanakan pembangunan yang mampu merespon
kebutuhan masyarakatnya dan juga memberikan solusi atas
berbagai akar permasalahan yang menghambat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Penyelenggaraan
pembangunan daerah harus dilaksanakan dalam suatu rangkaian
proses manajemen yang baik dan terukur, yang meliputi tahapan
penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

rencana pembangunan daerah.

Dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah
maka harus terjadi sinergitas dan kesesuaian antara perencanaan
pembangunan jangka panjang, menengah dan perencanaan
pembangunan tahunan. Selain itu, penyusunan perencanaan
pembangunan harus mengacu pada data dan informasi
permasalahan dan capaian pembangunan daerah, yang telah
dilaksanakan pada periode sebelumnya. Penyediaan data dan
informasi tersebut, disediakan melalui proses evaluasi yang
menyeluruh dan  komprehensif dengan memotret capaian

berdasarkan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sebagai suatu rangkaian proses manajemen, maka evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan adalah suatu hal yang wajib
dilaksanakan, dalam rangka mengukur capaian keberhasilan

pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Evaluasi pelaksanaan
1
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rencana pembangunan daerah secara berkala dilaksanakan baik
evaluasi terhadap perencanaan jangka menengah maupun tahunan.
Oleh karenanya, tujuan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai dokumen rencana pembangunan
daerah tahunan adalah untuk memastikan dan menilai bahwa target
program dan kegiatan prioritas daerah dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dicapai, dalam rangka
mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan

pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan nasional.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 adalah
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025
merupakan penjabaran tahun kedua (2) dari Rencana Pembangunan
Daerah (RPD) Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026, sehingga arah
kebijakan Rencana Pembangunan Daerah di tahun berkenaan
menjadi dasar penentuan tema pembangunan RKPD yang
selanjutnya diselaraskan dengan tema Rencana Pembangunan
Daerah (RPD) di tahun berkenaan. Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) memuat tema pembangunan yang dijabarkan ke
dalam sasaran dan prioritas pembangunan. Sehingga RKPD Kota
Palangka Raya tahun 2025 mencerminkan komitmen dan effort
daerah dalam mewujudkan target capaian pembangunan tahun

2025.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Triwulan I Tahun 2025 oleh Bapperida Kota Palangka Raya,
dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan, utamanya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahunan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 294 Peraturan Menteri Dalam

2
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Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 maka Badan Perencanaan

Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Palangka Raya

melakukan pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) yang meliputi:

a)

b)

d)

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Tahunan Daerah, Rencana
Program dan Kegiatan Prioritas Daerah serta Pagu Indikatif;
Pengendalian  pelaksanaan tersebut dilakukan melalui
Pemantauan dan Supervisi Pelaksanaan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD);

Pemantauan dan Supervisi harus dapat menjamin Sasaran dan
Prioritas Pembangunan Tahunan Daerah, Rencana Program dan
Kegiatan Prioritas Daerah serta Pagu Indikatif yang ditetapkan
dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dijadikan
Pedoman Penyusunan Rancangan KUA, PPAS dan APBD Kota;
Hasil Pemantauan dan Supervisi tersebut digunakan utk

mengevaluasi.

Selanjutnya dalam Pasal 305 disebutkan bahwa evaluasi hasil

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilaksanakan untuk :

a)

b)

Menilai realisasi antara rencana Program dan Kegiatan yang
dilaksanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah;

Menilai realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang
direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
dengan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah;

Yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Evaluasi hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

sebagaimana dimaksud uraian tersebut di atas dilaksanakan setiap
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triwulan di mana setiap perangkat kerja membuat laporan
pelaksanaan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang
disampaikan ke Walikota Palangka Raya melalui Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota
Palangka Raya. Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Triwulan I Tahun Anggaran 2025 didasarkan kepada pencapaian
kinerja pembangunan sampai dengan Maret 2025. Sebagai dokumen
evaluasi perencanaan pembangunan tahunan selama tahun berjalan,
diharapkan hasil evaluasi dapat menjadi acuan dalam penyusunan

RKPD tahun selanjutnya.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional,;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua
Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan
dan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang
Tata  Cara  Perencanaan, Pengendalian dan  Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Serta Tata cara Perubahan Rencana pembangunan

4
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10.

11.

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun
2019 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota
Palangka Raya Tahun 2008-2028;

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka
Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor
21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2024
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun
2024 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Palangka Raya Nomor 14);

Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya
Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun
2023 Nomor 15);

Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2024
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya
Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024
Nomor 15);

Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2025
tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Palangka Raya
Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota
Palangka Raya Tahun 2025 Nomor 18).
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1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari evaluasi hasil Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Triwulan I Tahun 2025 adalah

untuk melakukan evaluasi pencapaian target rencana program

dan kegiatan pembangunan daerah, sebagai tercantum dalam

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 :

a. Mengevaluasi daya serap capaian target kinerja
program/kegiatan, mencakup masukan (input), keluaran
(output) dan hasil (outcome) yang telah ditetapkan dalam
dokumen RKPD Tahun 2024 dan RPD Kota Palangka Raya
Tahun 2024 - 2026.

b. Mensinkronkan program prioritas pembangunan sesuai
kebutuhan riil Kota Palangka Raya dengan saldo anggaran
lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan
untuk tahun berjalan;

c. Memperoleh gambaran capaian kinerja perangkat daerah
lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya selama Tahun

2025 sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan laporan evaluasi hasil
pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah

sebagai berikut :

BAB L. Pendahuluan

BABII. Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kota Palangka Raya Tahun 2024 - 2026 Dan
Tahunan (RKPD Tahun 2025)

BABIIl. Evaluasi Kinerja Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Triwulan I Tahun 2025

BAB IV. Penutup
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BAB II

KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KOTA PALANGKA RAYA 2024 - 2026 DAN TAHUNAN
(RKPD TAHUN 2025)

2.1. Kebijakan RPD Tahun 2024 -2026

RPD memiliki hubungan/keterkaitan yang erat dengan dokumen
perencanaan  pembangunan, pelanggaran, pelaksanaan dan
pengawasan. Dalam proses penyusunannya, RPD Kota Palangka Raya
memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026,
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota
Palangka Raya tahun 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Nasional Tahun 2011-2031, RTRW Provinsi Kalimantan Tengah
2015-2035, dan RTRW Kota Palangka Raya Tahun 2019-2039, serta
Rancangan Revisi RTRW Kota Palangka Raya Tahun 2023-2043.

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai
pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar
selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan
selama kurun waktu RPD. Rumusan arah kebijakan merasionalkan
pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan
pengaturan pelaksanaannya. Penekanan arah kebijakan setiap tahun
selama periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) memiliki
kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan. Arah kebijakan tahunan memandu sinkronisasi
antara perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan,
dan akan menjadi tema pembangunan dalam dokumen Rencana

Pembangunan Daerah (RPD) Kota Palangka Raya Tahun 2025.
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Tema Pembangunan Nasional, Kalimantan Tengah, dan Kota

Palangka Raya disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Arah Kebijakan / Tema Pembangunan Tahun 2025

NASIONAL (RKP)

PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH

KOTA PALANGKA RAYA

Akselerasi
Pertumbuhan
Ekonomi Inklusif dan

Berkelanjutan.

Memantapkan Pembangunan
Melalui Pemerataan dan
Peningkatan Kualitas
Kesejahteraan Masyarakat,
Menuju Kalteng Unggul dan

Bermartabat.

Pemerataan Pembangunan
Infrastruktur Ekonomi dan
Sosial untuk Membangun
Reformasi Birokrasi menuju
Tata Kelola Pemerintahan

yang Baik.

2.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

Sasaran pembangunan Kota Palangka Raya

sebagaimana

tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kota Palangka Raya Tahun 2025-2045 berorientasi pada Visi
Kota Palangka Raya yaitu “Terwujudnya Kota Palangka Raya yang
Semakin Maju, Berkelanjutan, dan Semakin KEREN (Kolaboratif,
Ekonomi Maju, Religius, Energik dan Nyaman)”.

Dalam rangka pencapaian visi tersebut, Pemerintah Kota

Palangka Raya menuangkan kedalam tujuan dan sasaran

pembangunan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini :
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Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Palangka Raya Tahun 2025

Kondisi Target

Formula Awal 2023 2024 2025

Indikator Daerah

Sasaran

Meningkatkan Sumber | Meningkatnya Kualitas Indeks Pembangunan IPM Berdasarkan Data BPS 80,2 81,16 81,17
Daya Manusia yang Pendidikan dan Prestasi | Manusia
Berkualitas Pemuda
Angka Harapan Lama Angka Harapan Lama 14,98 14,98 14,99
Sekolah Sekolah berdasarkan Data
BPS
Angka Rata-Rata Lama Angka Rata-Rata Lama 11,55 11,55 11,56
Sekolah Sekolah berdasarkan Data
BPS
Jumlah Prestasi Pemuda Jumlah Prestasi Pemuda 50 50 60
Kota Palangka Raya pada Kota Palangka Raya
tingkat kota, provinsi, pada tingkat kota,
nasional, dan internasional provinsi, nasional, dan
internasional
Meningkatnya Layanan Angka Harapan Angka Harapan Hidup 73,47 73,48 73,49
dan Aksesibilitas Hidup Berdasarkan data BPS
Kesehatan
Meningkatnya Angka Kemiskinan Menurunnya Angka 3,35 3,35 3,34
Kesejahteraan Kemiskinan Berdasarkan
Masyarakat data BPS
Meningkatnya Daya Tingkat Pengangguran Tingkat Pengangguran 5T 5,64 56

Saing Tenaga Kerja

Terbuka

Terbuka berdasarkan data
BPS
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Ref Target
Sasaran Indikator Daerah Formula pCIET
AUELALEEE 2025
Meningkatkan Meningkatnya Kualitas Jumlah kunjungan Jumlah kunjungan 371.077 395.931 415.727
Kualitas Sektor Pariwisata dan Wisatawan wisatawan Kota Palangka
Pariwisata Kebudayaan Raya (Wisman dan Wisnus)
Jumlah event seni dan Jumlah event seni dan 5 6 7
budaya budaya yang dilaksanakan
Menciptakan Terwujudnya Perbedaan (deviasi) (2021) : 58,09 55,19 52,49
pemerataan pemerataan persentase penduduk miskin
pembangunan antar instrastruktur ekonomi antar kecamatan
wilayah Kecamatan maupun sosial antar
yang berkelanjutan kecamatan
Terwujudnya Indeks Aksesibilitas wilayah | Panjang jalan/luas wilayah 16:48 0,315 0,33
pemerataan
instrastruktur ekonomi
maupun sosial antar
kecamatan
Terjaganya kualitas Indeks kualitas lingkungan IKLH = (0,376 x IKA) + (0,405 2022 :73,97 73,98 73,99
lingkungan Hidup hidup (IKLH) x IKU) + (0,219 x IKL)
Meningkatnya Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi 7,20 7,22 7,22
Perekonomian Daerah | Perekonomian Sektor berdasarkan Data BPS
Strategis
Skor Pola Pangan Harapan Angka Kecukupan Gizi 90.6 91,6 95
(AKG) X Bobot Kelompok
Pangan
Meningkatnya Investasi Persentase Peningkatan 5,41 513

Daerah

Investasi PMDN

10
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Ref Target
Sasaran Indikator Daerah Formula pCIET
AUELALEEE 2025
Meningkatnya Meningkatnya Indeks Ketertiban dan = PPPD + IT/2 57,5 56,5 55,5
Kerukunan dan Kerukunan dan Keamanan
Ketertiban di Ketertiban di Kalangan
Kalangan Masyarakat | Masyarakat
Persentase Penegakan 100 100 100
Peraturan Daerah (PPPD)
Indeks Toleransi 15 13 n
Meningkan Kualitas Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Berdasarkan Penilaian C BB BB
Tata Kelola Pemerintahan yang MenPan RB
Pemerintah Akuntabel dan
Berintegritas
OPINI BPK Opini BPK Berdasarkan WTP WTP WTP
Penilain BPK
Nilai SAKIP Nilai SAKIP Berdasarkan B BB BB
Penilaian Kemenpan RB
Indeks Profesionalisme ASN | Peraturan Badan Kategori Kategori | Kategori
Kepegawaian Negara Sangat Sangat Rendah
Nomor 8 Tahun 2019 Rendah Rendah
Indeks SPBE Hasil Evaluasi SPBE dari 2,65 2,75 2,85
KemenPan - RB
Meningkatnya Kualitas Indeks Perencanaan Daerah | Persentase RKPD yang 90 90 90
Perencanaan Daerah selaras dengan RPJMD
Terwujudnya Pelayanan IKM B B B

Publik yang Berkualitas

11
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2.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

Guna mewujudkan pencapaian pembangunan perlu fokus pada
penanganan permasalahan dan isu strategis sehingga diperlukan
prioritas pembangunan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran
pokok pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPD Kota Palangka
Raya Tahun 2024- 2026 serta memperhatikan strategi dan arah
kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun
2019-2024 serta Rancangan RKP Tahun 2025 sebagai bentuk sinergi
dan keterpaduan antara kebijakan Pusat dan Daerah. Perencanaan
pembangunan daerah Kota Palangka Raya tahun 2025 juga disusun
dengan berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan
Provinsi Kalimantan Tengah yang tertuang dalam Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024-
2026, sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antara kebijakan

Provinsi dan Daerah.

2.3.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

Berikut adalah prioritas pembangunan nasional yang termuat

dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi
Manusia

2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan
Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan,
Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan
Ekonomi Biru

3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan
Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan,
Mengembangkan  Industri  Kreatif serta  Mengembangkan
Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif

Koperasi

12



Bvaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya Triwulan | Tahun 2025

4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains,
Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan
Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan
Penyandang Disabilitas

5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis
Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam
Negeri

6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan
Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan

7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta
Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba,
Judi, dan Penyelundupan

8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan
Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi
Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan

Makmur

2.3.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun 2025

Prioritas pembangunan Tahun 2025 mengacu pada RPJMD
Provinsi Kalimantan Tahun 2021-2026 dan Penyelarasan terhadap
RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 dan diharapkan
Juga selaras dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah yang akan
disusun oleh kepala Daerah Terpilih nantinya antara lain :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur mendukung
penanganan pembangunan ekonomi untuk Kalteng Bermartabat

2. Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata, pengembangan
pengembangan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk
Kalteng Elok

3. Mempercepat pengembangan Kawasan Industri, Ekonomi dan Food

Estate, mempercepat pemulihan ekonomi, peningkatan Koperasi
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dan UMKM, peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehatan

masyarakat untuk Kalteng Kuat

. Mengoptimalkan penerapan e-government, peningkatan SDM

aparatur birokrasi, keterbukaan kompetensi kalangan professional

dan peningkatan intensif aparatur untuk Kalteng Amanah; dan

. Memperkuat falsafah Huma Betang, menerbitkan peraturan dan

hukum adat serta memperkuat kelembagaan adat untuk kalteng

harmoni.

2.3.3. Prioritas dan Program Prioritas Pembangunan Kota

Palangka Raya 2025

Berikut adalah prioritas Pembangunan Kota Palangka Raya tahun

2025 :

1)
2)
3)

4)
S)
6)

Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas;
Meningkatkan Kualitas Pariwisata;

Menciptakan Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Kecamatan
Yang Berkelanjutan;

Meningkatkan Perekonomian Daerah;

Meningkatnya Kerukunan dan Ketertiban di Kalangan Masyarakat;

Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.

Program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan

sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun

2025 disajikan dalam Tabel 2.3. berikut ini :
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Tujuan/Sasaran/Program
Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja Kondisi Awal Target 2025 Pelaksana

Tujuan 1: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas

Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Prestasi Pemuda

Pengelolaan Pendidikan 1. Menurunnya Angka Putus Sekolah 14,98 14,99 Dinas Pendidikan
2. APK SD/MI
3. APMSD/MI
4. Menurunya Angka Putus SeKolah SD/MI
Program Pengembangan Kapasitas | Presentase Jumlah Pengembangan 40 50 Disparbudpora
Daya Saing Kepemudaan Kapasitas Kepemudaan
Program Pengembangan Kapasitas | Presentase Jumlah Pengembangan 30 50
Daya Saing Keolahragaan Kapasitas Keolahragaaan

Sasaran 2 : Meningkatnya Layanan dan Aksesibilitas Kesehatan

Pemenuhan Upaya kesehatan | 1. Indeks Keluarga Sehat (kategori sehat) 80,59 82,33 Dinas Kesehatan
Perorangan dan Upaya Kesehatan | 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (%)

Masyarakat

Program Pengarus Utamaan Gender | Presentase  Perangkat Daerah yang 50 52 Dinas DaldukKbP3APM
Dan Pemberdayaan Perempuan melaksanakan PPRG

Program Perlindungan Perempuan Cakupan Perempuan Korban Kekerasan 95 97

Yang mendapatkan penganan Pengaduan
Oleh Petugas Terlatih didalam Unit
Pelayanan Terpadu

Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) 700 800

Program Perlindungan Khusus Anak Cakupan Anak Korban Kekerasan yang 95 97
mendapatkan layanan bantuan Hukum

Program Pemberdayaan Dan | Total Perteliti rat (TFR) 51,50 64,55

Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)
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Tujuan/Sasaran/Program

Indikator Kinerja Kondisi Awal Target 2025 Pelaksana

Pembangunan Daerah
Program Pengendalian Penduduk 1. Laju Pertumbuhan Penduduk 18 16
2. Presentase Perangkat Daerah

(Dinas/Badan ) vyang berperan aktif
dalam pembangunan daerah melalui

Kampung KB
Program Pembinaan Keluarga | 1. Angka Pemakaian Kopntrasepsi/CPR 74,26 74,26
Berencana (Kb) bagi perempuan menikah usia 15 - 49

tahun

2. Cakupan PKB/PLKB yang didaya
gunakan perangkat Daerah KB untuk
perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan Daerah di  bidang
Pengendalian Penduduk

3. Cakupan PUS vyang ingin Ber KB
tapitidak terpenuhi (Unmeet ned)

4. Presentase Pengunaan Kontarsepsi
Jangka Panjang (MKJP)

Program Pemberdayaan Lembaga | LPM/LKK aktif 149 155
Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan
Masyarakat Hukum Adat

Sasaran 3 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Program Rehabilitasi Sosial Persentase PPKS yang Terpebuhi 100% 100% Dinas Sosial
Kebutuhan Dasarnya

Proram Perlindungan Dan Jaminan | Persentase Anak Terlantar yang Terpelihara 85% 85%
Sosial dengan Baik
Program Penanganan Bencana Persentase Korban Bencana Alam dan 100% 100%
Sosial yang terpenuhinya Kebutuhan
Dasarnya
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Tujuan/Sasaran/Program
Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja

Kondisi Awal

Target 2025

Pelaksana

Sasaran 4 : Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja

Program Perencanaan Tenaga Kerja Persentase Proyeksi Ketenagakerjaan yang 100% 100% Dinas Tenaga Kerja
Dimanfaatkan untuk Pengambilan Kebijakan
Ketenagakerjaan

Program Penempatan Tenaga Kerja Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan 65% 65%

Program  Pelatihan Kerja Dan | Persentase Penurunan Angka 2% 2%

Produktivitas Tenaga Kerja Pengangguran Terbuka

Program Hubungan Industrial Persentase Perusahaan yang Menerapkan 75% 75%
Tata Kelola Kerja Layak

Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas Pariwisata

Sasaran 5 : Meningkatnya Sektor Pariwisata dan Kebudayaan

Program Pengembangan Kebudayaan | Persentase Jumlah Objek Pemajuan Budaya 5 7 Disparbudpora
Serta Pelaku dan Pengelola Budaya Dalam
Pelestrarian dan Pemanjuan Kebudayaan

Program Peningkatan Daya Tarik | Jumlah Destinasi Wisata Dengan 2 2

Destinasi Pariwisata Infrastruktur yang Berkwaliatas dan
Memadai

Program Pemasaran Pariwisata Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara 377.077 415.727
dan Mancanegara

Program Pengembangan Sumber | Jumlah Peningkatan Pelaku Usaha dibidang 60 65

Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | Pariwiata dan Ekonomi Kreatif

Tujuan 3 : Menciptakan Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Kecamatan Yang Berkelanjutan
Sasaran 6 : Terwujudnya pemerataan infrastruktur ekonomi maupun sosial antar kecamatan
Program Penyelenggaraan Jalan Persentase Jalan dalam Kondisi Baik 64,5 66,0 Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang
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Tujuan/Sasaran/Program
Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja

Kondisi Awal Target 2025

Pelaksana

Program Pengelolaan dan | Persentase Panjang Jaringan Drainase 61,5 62,5
Pengembangan Sistem Drainase Perkotaan dalam Kondisi Baik
Program Pengelolaan Sumber Daya | Persentase Panjang Kanal Banjir Dalam 48 49
Air (SDA) Kondisi Baik
Program Pengelolaan dan | Persentase Rumah Tangga yang Memiliki 917 98
Pengembangan Sistem Penyediaan | Akses Air Minum Layak
Air Minum
Program Pengembangan Sistem dan | Persentase Rumah Tangga dengan Akses T 72
Pengelolaan Persampahan Regional Prasarana Persampahan yang Terkelola
dengan Baik
Program Pengelolaan dan | Persentase Rumah Tangga yang Memiliki 86 88
Pengembangan Sistem Air Limbah Akses Air Limbah Domestik yang Layak
Program Pengembangan 80 85
Permukiman
Program Penataan Bangunan Gedung | Persentase Pertek yang Dikeluarkan dan 100 100
SLF yang Diterbitkan
Program Pengembangan Jasa | Persentase Penyelenggara Jasa Kontruksi 78 79
Konstruksi yang Dibina
Program Kawasan permukiman Persentase Rumah Layak Huni di Kawasan 15,057 12,057 Dinas Perumahan Rakyat,
Permukiman Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Program Kawasan perumahan dan | Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni 92,73 96,73
permukiman kumuh di Kawasan Kumuh
Program prasarana, sarana dan | Persentase Kawasan Permukiman Yang di 51,48 56,48
utilitas umum (PSU) Dukung PSU
Program penyelenggaraan lalu lintas | Level Keselamatan Transportasi 0,195 0,195 Dinas Perhubungan
dan angkutan jalan (LLAJ)
Program pengelolaan pelayaran Jumlah Arus Penumpang melalui Dermaga 55,255 53,000
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Tujuan/Sasaran/Program
Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja Kondisi Awal Target 2025 Pelaksana

Sasaran 7 : Terjaganya kualitas lingkungan hidup

Program perencanaan lingkungan Dinas Lingkungan Hidup
hidup

Program pengendalian pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup

Program pengelolaan
keanekaragaman hayati (kehati)

Program pengendalian bahan
berbahaya dan beracun (b3) dan
limbah bahan berbahaya dan beracun
(limbah b3)

Program pengakuan keberadaan
masyarakat hukum adat (MHA),
kearifan lokal dan hak mha yang
terkait dengan pplh

Program peningkatan pendidikan,
pelatihan dan penyuluhan lingkungan
hidup untuk masyarakat

Program penghargaan lingkungan
hidup untuk masyarakat

Program penanganan pengaduan
lingkungan hidup

Program pengelolaan persampahan

Program Penyelenggaraan Penataan 75,5 76,00 Dinas Pekerjaan Umum dan
Ruang Penataan Ruang

Program  penyelesaian  sengketa 44,76 58,2 Dinas Perumahan Rakyat,
tanah garapan Kawasan Permukiman dan
Program Peneyelesaian Ganti 70 75 Pertanahan
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Tujuan/Sasaran/Program
Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja Kondisi Awal Target 2025 Pelaksana

Kerugian dan Santunan Tanah Untuk
Pembangunan

Program Pengelolaan Tanah Kosong 23,6 24,2

Program penanggulangan bencana 100% 100% Badan Penanggulangan Bencana
Daerah

Program pencegahan, 70 100% Dinas Pemadam Kebakaran dan
penanggulangan, penyelamatan Penyelamatan

kebakaran dan penyelamatan non
kebakaran

Tujuan 4 : Meningkatkan Perekonomian Daereah

Sasaran 8 : Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis

Pengingkatan Diversifikasi Ketahanan 90,6 95 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Pangan

Program Penanganan Kerawanan
Pangan

Program Pengawasan Keamanan
Pangan

Penyediaan Dan  Pengembangan 1247,67 1301,1
Sarana Pertanian

Penyediaan Dan Pengembangan 22,7 22,7
Prasarana Pertanian

Program Pengendalian Dan
Penanggulangan Bencana Pertanian

Program Perijinan Usaha Pertanian

Program Penyuluhan Pertanian

Pengendalian Kesehatan Hewan Dan 6792530 7488764,85
Kesehatan Masyarakat Veteriner
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Tujuan/Sasaran/Program

Indikator Kinerja Kondisi Awal Target 2025 Pelaksana

Pembangunan Daerah
Program Pengelolaan Perikanan 5752,41 6251,71 Dinas Perikanan
Tangkap
Program  Pengeloaan Perikanan 27.231 30.165,14
Budidaya
Program Pengolahan dan Pemasaran 64,3 1,22
Hasil Perikanan
Program Pengawasan Sumber Daya 25,00 28,00
Kelautan dan Perikanan
Program Peningkatan Sarana 12,12 13,55 Dinas Perdagangan, Koperasi,
Distribusi Perdagangan UKM, Perindusterian
Program Perencanaan dan 4 7
Pembangunan Industri
Program Penilaian Kesehatan 15 50
KSP/USP Koperasi
Program Pengembangan UMKM 20 30
Sasaran 9 : Meningkatnya Investasi Daerah
Pengembangan Iklim Penanaman 50% 20% DPM PTSP
Modal
Promosi Penanaman Modal 35% 20%
Pengendalian Pelaksanaan 45% 30%
Penanaman Modal
Pengelolaan Data dan Sistem 100% 100%
Informasi Penanaman Modal
Program  Pelayanan Penanaman 81,5 83
Modal

Tujuan 5 : Meningkatnya Kerukunan dan Ketertiban di Kalangan Masyarakat
Sasaran 10 : Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan di Kalangan Masyarakat
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Tujuan/Sasaran/Program

Target 2025

Indikator Kinerja Kondisi Awal Pelaksana
Pembangunan Daerah
Peningkatan Ketentraman dan | Pelanggaran K3 500 450 Satpol PP
Ketertiban Umum
Program Penguatan Ideologi | Persentase jumlah anak bangsa yang sudah 250 300 Badan Kesatuan Bangsa dan
Pancasila Dan Karakter Kebangsaan mengikuti mengikuti pendidikan penguatan Politik
ideologi pancasila dan karakter bangsa
Program Peningkatan Peran Partai | Persentase penyaluran dana hibah bantuan 10 10
Politik Dan Lembaga Pendidikan | parpol dan pelaksanaan pendidikan politik
Melalui Pendidikan Politik Dan
Pengembangan Etika Serta Budaya
Politik
Program Peningkatan Kewaspadaan | Persentase dukungan kegiatan 90% 95%
Nasional Dan Peningkatan Kualitas | kewaspadaan dini daerah kota Palangka
Dan Fasilitasi Penanganan Konflik | Raya
Sosial
Program Pembinaan Dan | 1. Jumlah kegiatan FKUB 4 5
Pengembangan Ketahanan Ekonomi, | 2. persentase tingkat keberhasilan
Sosial, Dan Budaya kelurahan bersinar
Tujuan 6 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
Sasaran 11: Meningkatnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berintegritas
Program Pengelolaan Keuangan | Indeks Pengelolaan Keuangan (IPK) 80% 85% BPKAD
Daerah
Program Pengelolaan Barang Milik | Indeks Pengelolaan Aset (IPA) 80% 85%
Daerah
Program Penunjang Urusan Cakupan Layanan Urusan Penunjang B BB Sekretariat Daerah
Pemerintahan Daerah Kegiatan Pemerintahan
Kabupaten/Kota
Program Pemerintahan Dan | Persentase kinerja penyelenggaraan urusan Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Kesejahteraan Rakyat pemerintahan daerah dan kesejahteraan
rakyat
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Tujuan/Sasaran/Program

Kondisi Awal

Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Target 2025 Pelaksana
Program Dukungan Pelaksanaan | Cakupan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan 95% 95% Sekretariat DPRD
Tugas dan Fungsi DPRD Fungsi DPRD
Program Penunjang Urusan Jumlah Bimbingan Teknis DPRD 95% 95%

Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Program Penunjang Urusan Cakupan Layanan Urusan Penunjang 95% 100% Inspektorat
Pemerintahan Daerah Kegiatan Pemerintahan (%)
Kabupaten/Kota
Program Penyelenggaraan Progress Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil 85% 85%
Pengawasan Pengawasan
Program  Perumusan  Kebijakan, | Cakupan Pengendalian Intern Pemerintah Level 3 Level 3
Pendampingan dan Asistensi
Program Kepegawaian Daerah 1. Persentase OPD Pemerintah Kota BKPSDM
Palangka Raya dengan Data Pegawai
yang Akurat
2. Persentase Ketepatan Penyelesaian
Keputusan Kenaikan Pangkat Golongan
Il ke bawah
3. Persentase Pejabat sesuai dengan
Kompetensi dan Syarat Jabatan
Program Pengembangan Sumber | Persentase Pejabat Yang Memiliki Sertifikat
Daya Manusia Pendidikan dan Pelatihan Struktural sesuai
dengan Tingkat Jabatan
Penunjang Urusan Pemerintahan B B BPPRD
Daerah Kabupaten/ Kota
Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Laporan Peningkatan Pendapatan 81,50% 81,50%
Daerah yang Berorientasi pada Pelayanan
Publik Berkualitas
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Tujuan/Sasaran/Program
Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja

Kondisi Awal

Target 2025

Pelaksana

Aplikasi Informatika Persentase Akses Jaringan Teknologi, 86% 95% Dinas Komunikasi, Informatika.
Informasi dan Komunikasi (TIK) SOPD yang Statistik, dan Persandian
terintegrasi

Informasi dan Komunikasi Publik 1. IKM Dinas Komunikasi Informatika, 80 (indeks 82 (indeks)

Statistik dan Persandian

2. Persentase Pengembangan dan
Pemberdayaan KIM (Komunitas
Informasi Masyarakat) Tingkat
Kecamatan

Penyelenggaraan Statistik Sektoral Persentase Perangkat Daerah yang 100% 100%
menggunakan data

Penyelenggaraan Persandian Untuk | Persentase Perangkat Daerah yang telah 42% 47%

Pengamanan Informasi menggunakan sandi dalam komunikasi
Perangkat Daerah

Penunjang Urusan Pemerintahan | Cakupan Layanan Urusan Penunjang BB BB

Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan Pemerintahan

Sasaran 12 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah

Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi | 1. Persenrase Kesesuaian Dokumen 85% 90% Bapperida

Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Persentase Peningkatan Penggunaan

Produk Dalam Negeri (P3DN)

Koordinasi dan Sinkronisasi | 1. Persentase Konsistensi Program RPJMD 85% 90%

Perencanaan dan Pembangunan ke dalam RKPD

Daerah 2. Nilai Perencanaan Kinerja Pemerintah

Kota Palangka Raya Hasil Evaluasi
Kemenpan-RB
3. Level Maturitas SPIP
Penelitian dan Pengembangan | Persentase Kajian Penelitian dan 100% 100%

Daerah

Pengembangan Daerah
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Tujuan/Sasaran/Program

Kondisi Awal Target 2025

Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Pelaksana
Penunjang Urusan Pemerintahan | Cakupan Layanan Urusan Penunjang BB BB
Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan Pemerintahan (%)
Sasaran 13 : Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas
Program Penyelenggaraan Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait 81,50 89 Kec. Sabangau
Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan
dan Pelayanan Publik
Program Penyelenggaraan Indeks  Kepuasan  Masyarakat (IKM) 70,51 81,5 Kec. Jekan Raya
Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan
Program Penyelenggaraan Indeks  Kepuasan Masyarakat  (IKM) Kec. Rakumpit
Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan
Program Penyelenggaraan 1. Indeks Kepuasan Masyarakat terkait A (90) A (92) Kec. Bukit Batu
Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Dan
Pelayanan Publik
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Kecamatan
Program Penyelenggaraan Indeks  Kepuasan  Masyarakat (IKM) 81,30 /A 81,40 /A Kec. Pahandut
Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan
Program Pengelolaan Profil | Persentase Tersusunnya Dokumen Profil A A Disdukcapil
Kependudukan Perkembangan Kependudukan yang
Memadai
Program Pendaftaran Penduduk 1. Persentase Penduduk yang Memiliki
Kartu Keluarga
2. Persentase Jumlah Penduduk Pindah
Datang / Keluar yang terdata
3. Persentase Penduduk yang memiliki
KTP-EL
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Tujuan/Sasaran/Program

Pembangunan Daerah

Program Pencatatan Sipil

Indikator Kinerja

1. Persentase Penduduk Meninggal yang
memiliki Akta Kematian

2. Rata-rata Persentase Penduduk yang
Melaporkan Pencatatan Peristiwa
Penting

3. Persentase Penduduk yang memiliki
Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun

Kondisi Awal

Target 2025

Pelaksana

Program Pembinaan Perpustakaan Indeks  Kepuasan Masyarakat  (IKM) 85,41 88
Terhadap Pelayanan Perpustakaan

Program Pelestarian Koleksi | Jumlah Terlaksanannya Pelestarian naskah 1 1

Nasional dan Naskah Kuno kuno dan koleksi Budaya etnis Nusantara

Program Pengelolaan Arsip Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Arsip 18 36

Program Perlindungan dan | Persentase SOPD yang sudah 18 36

Penyelamatan Arsip

melaksanakan programperlindungan dan
penyelamatan Arsip

Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
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2.4. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan, maka
telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pemenuhan
aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing baik secara
langsung maupun tidak langsung terkait dengan kesejahteraan
masyarakat dan harus menjadi subjek penerima terbesar manfaat dari
pembangunan yang ada di Kota Palangka Raya.

Dalam penyusunan RKPD Tahun 2025, kinerja penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah mengacu pada sasaran pembangunan
Pemerintah Kota Palangka Raya sesuai dengan RPD Kota Palangka
Raya Tahun 2024 - 2026 sebagai berikut:
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Tabel 2.4. Penetapan Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKD)

Meningkatnya Kualitas Angka HarapanlLama Sekolah 14,98 14,98 14,99 Dinas Pendidikan
Pendidikan Angka Rata-Rata Lama 11,55 11,55 11,56

Sekolah
Meningkatnya prestasi Jumlah PrestasiPemuda Kota 0 50 60 Dinas Pariwisata,
Pemuda Kota PalangkaRaya Palangka Raya pada tingkat Kebudayaan,
pada tingkat kota, provinsi, kota, provinsi, nasional, dan Kepemudaan dan
nasional,dan internasional internasional Olahraga
Meningkatnya derajat Angka kematianlbu (AKI) per- 55 53 50 Dinas Kesehatan
kesehatan masyarakat 100.000 KH

Angka KematianBayi (AKB) per 4 4 4

-1.000 KH
Meningkatkan Indeks PembangunanGender 95,63 95,67 95,78 Dinas Dalduk
pemberdayaan perempuan (IPG) KBP3APM
dalampembangunan Indeks Pemberdayaan Gender 85,40 85,94 85,96

(IDG)

Persentase ARG pada belanja 3% 3,60% 3,70%

langsung APBD
Meningkatkan pelayanan Persentase Perempuan 92% 93% 93,50%
terhadap tindak kekerasan Korban Kekerasan dan TPPO
secara komprehensif yang Mendapatkan Layanan

Komprehensif
Meningkatkan pemenuhan Indeks PerlindunganAnak 56,1 65,59 67,55

hak dan perlindungan
terhadapanak

(IPA)
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Persentase AnakMemerlukan 95% 95,65% 96,76%
perlindungan khusus yang
mendapatkan Layanan
komprehensif
7 Meningkatkan kualitas Indeks Pembangunan 51,50 64,55 64,55
keluarga Keluarga (Ibangga)
Angka kelahiranTotal/Total 2,00 2,00 1,96
Fertility Rate (TFR)
Angka Kelahiranremaja umur 34,60 18 16
15-29 Tahun (Age Specific
FertilityRate / ASFR)
8 | Meningkatnya akseptor KB Angka Prevalensi Kontrasepsi 85,5 74,26 74,26
Modern/Contraceptive (mPCR)
Presentase Kebutuhan ber- 6,37% 5% 5,01%
KB yang tidak terpenuhi
(Unmeet Need)
9 | Meningkatnya Pemberdayaan Jumlah PKKAKktif 36 36 36
LembagaKemasyarakatan Jumlah Posyandu Aktif 143 149 150
10 | Meningkatnya Penanganan Persentase PPKS yang 3,2% 3,5% 3,7% Dinas Sosial
PPKS (Pemerlu Pelayanan berfungsi Sosial
Kesejahteraan Sosial) agar
berfungsi sosial
11 | Meningkatnya Penyerapan Persentase Tenaga Kerja yang 54% 52% 53% Dinas Tenaga Kerja
Tenaga Kerja Terserap
ProduktivitasTenaga Kerja Rp. 88.592.461,- | Rp. 83.181.905,- | Rp. 84.845.544,-
Persentase Lulusan 92% 85% 90%

Bersertifikat Pelatihan
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12 | Meningkatnya Perlindungan Persentase Kasus Yang 70% 70% 70%
TenagaKerja Diselesaikan
13 | Meningkatnya Daya Saing Jumlah kunjunganWisatawan 70% 70% 70% Dinas Pariwisata,
Pariwisata dan Kebudayaan Jumlah event seni dan budaya 5 6 Kebudayaan,
Kepemudaan dan
Olahraga
14 | Meningkatnya ketersediaan Indeks Kualitas Infrastruktur 67 67 68 Dinas Pekerjaan
infrastrukturdasar KePu an (IKPU) Umumdan Penataan
Ruang
15 | Meningkatnya kualitas Indeks kualitaspermukiman 47,44 56,69 57,94 Dinas Perumahan
permukiman Rakyat, Kawasan
Permukiman dan
Pertanahan
16 | Meningkatnya Kualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 80 80 80 Dinas Perhubungan
Pelayanan Transportasi (Pelayanan Transfortasi)
17 | Meningkatnya kualitas Indeks kualitasair 54 52,9 53 Dinas Lingkungan
lingkungan hidup Indeks KualitasUdara 90,82 84,77 84,87 Hidup
Indeks Kualitas Tutupan 79,81 78,18 78.80
Lahan
18 | Meningkatnya kualitas Persentase Kesesuaian 0 78 79 Dinas Pekerjaan
penataan ruang Kegiatan Umumdan Penataan
PemanfaatanRuang Ruang
19 | Terwujudnya tertib Persentase bidang tanahyang 46,12 46,12 52,46 Dinas Perumahan

administrasi pertanahan

bersertifikat

Rakyat, Kawasan
Permukiman dan
Pertanahan
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20 | Terwujudnya masyarakat Persentase kelurahan tangguh 100% 100% 100% Badan
yang Tangguh bencana Penanggulangan
Bencana Daerah
21 | Meningkatnya kesiapsiagaan | Persentase layanan 70 74 78 Dinas Pemadam
dan pencegahan kebakaran pemadaman, penyelamatan Kebakaran dan
dan penyelamatan dan evakuasi dalam tingkat Penyelamatan
waktu tanggap (response time)
22 | Meningkatnya Ketahanan Skor PPH 90,6 91,6 95 Dinas Pertanian dan
Pangan Ketahanan Pangan
23 | Meningkatnya Pertumbuhan Rata - Rata Pertumbuhan 1.247,67 1.301,10 1.301,10
ProduksiPertanian Produksi Tanaman Pangan
dan Hortikultura
Rata - Rata Pertumbuhan 22,70 22,70 22,70
Produksi Perkebunan
Rata - Rata Pertumbuhan 6.792.530 7.132.157 7.488.765
Produksi Peternakan
24 | Meningkatnya Perekonomian Rata-Rata Pertumbuhan 417 4,42 4,92 Dinas Perikanan
SektorPerikanan Produksi Perikanan
25 | Meningkatnya Daya Saing Nilai Perdagangan 12,12 12,45 13,55 Dinas Perdagangan,
Perdagangan dan Koperasi, UKM,
Perindusterian Perindusterian
26 | Meningkatnya Pertumbuhan Persentase PertumbuhanNilai 4,00 5,00 7,00
Omset IKM ProduksilKM
27 | Meningkatnya KoperasiYang Persentase Koperasi yang 15,00 25,00 50,00
Berkualitas Berkualitas
28 | Meningkatnya Daya Saing Persentase UMK yang Naikkelas 20,00 25,00 30,00

UKM
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29 | Meningkatnya Nilailnvestasi Nilai Investasi 350 Milyard 370 Milyard 390 Milyard DPM PTSP
Indeks Kepuasan Masyarakat 81,5 82 83
30 | Meningkatkan Ketentraman 500 475 450 Satpol PP
Dan Ketertiban Umum Dan
Penegakan Peraturan
Daerah Serta Perlindungan
Masyarakat
31 | Meningkatnya toleransi di Peringkat Nasional Angka 15 13 n Badan Kesatuan
kalangan masyarakat Indeks Toleransi Bangsadan Politik
32 | Meningkatnya Pengelolaan Persentase Capaian 80% 80% 85% BPKAD
Keuangan Daerah Yang Pengelolaan Keuangan &
Efektif, Efisien, Transparan Aset Daerah yang efektif,
dan Akuntabel efisien, transparan dan
akuntabel
33 | Meningkatnya Akuntabilitas Nilai SAKIP B BB BB Sekretariat Daerah
Kinerja dan Akuntabilitas
Keuangan
34 | Meningkatnya Kualitas Nilai LPPD SangatTinggi SangatTinggi SangatTinggi
Penyelenggaraan
Pemerintahan
35 | Meningkatnya Kinerja dan Persentase Produk Hukum 96% 95% 96% Sekretariat DPRD
Akuntabilitas Kinerja dalam Daerah
Mendukung Pelaksanaan Tri
Fungsi DPRD
36 | Meningkatnya Kualitas | Indeks Kepuasan Pimpinan 95% 96% 96%
Pelayanan Dalam Rangka | danAnggota DPRD
Memfasilitasi  Tri Fungsi
DPRD
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37 | Meningkatnya Akuntabilitas Persentase Perangkat Daerah 90% 100% 100% Inspektorat
Kinerja diLingkungan yangberpredikat SAKIP "B"
PemerintahDaerah
38 | Meningkatnya Tindak Lanjut Persentase Rekomendasi Hasil 85% 85% 85%
Rekomendasi Hasil Pengawasan yang di tindak
Pengawasan lanjuti
Persentase OPD yang Bebas 80% 80% 80%
TemuanKerugian Negara
39 | Meningkatnya Implementasi Level Maturitas SPIP Level 3 Level 3 Level 3
SPIP Level KapabilitasAPIP Level 3 Level 3 Level 3
40 | Meningkatnya Kualitas Indeks Sistem Merit Kategori Il Kategorill Kategorilll BKPSDM
Penerapan Sistem Merit di (Kurang) (Kurang) (Baik)
Lingkungan Pemerintah Kota
Palangka Raya
41 | Meningkatnya Profesionalitas Indeks Profesionalisme ASN Kategori KategoriSangat KategoriRendah
ASN Sangat Rendah
Rendah
42 | Meningkatnya Pendapatan Prosentase Capaian 100 100 100 BPPRD
Pajak Daerah Pendapatan Pajak Daerah
43 | Meningkat nya Indeks SPBE 2,65 2,75 2,85 Dinas Komunikasi,
Pengembangan E- Informatika. Statistik,
Government menuju dan Persandian
Palangka Raya Kota
Sejahtera
44 | Meningkatnya Akses Persentase Wilayah 73 76 80
Masyarakat Terhadap (Kelurahan) yang terkoneksi
Informasi Jaringaninternet
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45 | Meningkatnya Keselarasan Persentase RKPD yang 90% 90% NM% Bapperida
PerencanaanDaerah selaras denganRPJMD
Persentase RENJA yang 90% 90% 91%
selaras denganRENSTRA
46 | Meningkatnya Kualitas Persentase realisasi capaian 90% 90% 90%
Pengendalian Perencanaan kinerjayang sesuai atau
Daerah melebihi target
47 | Meningkatnya Kualitas Persentase OPDyang memiliki 90% 90% 90%
Perencanaan OPD perencanaan yang baik
48 | Meningkatnya Kualitas Hasil Persentase hasillitbang yang 100% 100% 100%
Kelitbangan termanfaatkan
49 | Meningkatnya Mutu Akumulasi Nilai IKM dari 81,50 88,31 89 Kec. Sabangau
Pelayanan di Kecamatan Program yang dilaksanakan
di Kecamatan padatahun
berkenaan
50 | Meningkatnya Mutu IKM Kecamatan B B B Kec. Jekan Raya
Pelayanan di Kecamatan
51 | Meningkatnya Mutu IKM Kecamatan 83/ A 83,5/ A 84/ A Kec. Rakumpit
Pelayanan di Kecamatan
52 | Meningkatnya Mutu IKM Kecamatan A (90) A (97) A (92) Kec. Bukit Batu
Pelayanan di Kecamatan
53 | Meningkatnya Mutu IKM Kecamatan 81,30/ A 8135/ A 81,40/ A Kec. Pahandut
Pelayanan di Kecamatan
54 | Meningkatnya Kualitas Indeks Kepuasan Masyarakat B A A Dinas Kependudukan

Pelayanan Administrasi
Kependukan (Adminduk)

(IKM) Kualitas Pelayanan
Administrasi Kependukan
(Adminduk)

dan Pencatatan Sipil
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55 | Penyajian data Persentase berdasarkan 100 100 100
kependudukan skala cakupan penyajian data
Kabupaten/Kota dalam 1 kependudukan skala
Tahun Kabupaten/Kota dalam satu
tahun
56 | Pemanfaatan Data Persentase OPDyang telah 80 90 100
Kependudukan (oleh OPD) memanfaatkan Data
Kependudukan berdasarkan
Perjanjian Kerjasama
57 | Persentase cakupan Persentase berdasarkan 98 99 100
kepemilikan akta kelahiran cakupan anakyang memiliki
pada anak usia0-18 tahun akta kelahiran
58 | Persentase cakupan Peresentase berdasarkan 100 100 100
kepemilikan akta kematian kematian yangdilaporkan
dari peristiwa kematian yang | dibuatkan aktakematian
dilaporkan
59 | Persentase cakupan Peresentase berdasarkan 100 100 100
kepemilikan buku nikah/akta | yang dilaporkandiberikan akta
perkawinanpada semua perkawinan
pasangan yang
perkawinannya dilaporkan
60 | Persentase cakupan Peresentase berdasarkan 100 100 100

kepemilikan akta perceraian
pada semua individu yang
perceraiannya dilaporkan

yang dilaporkandiberikan akta
perceraian
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61 | Meningkatnya Mutu Akumulasi NilailKM 85,41 86 88 Perpustakaan dan

Pelayanan Perpustakaan dan
Meningkatnya Tertib Arsip
pada Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kota
Palangka Raya

Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan D c B Kearsipan

Pemerintah KotaPalangka Raya
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2.5. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Melihat arah kebijakan perekonomian wilayah, analisis ekonomi
terutama ekonomi makro diperlukan sebagai bahan masukan dalam
mengambil keputusan di setiap tahapan pembangunan daerah.
Dengan kata lain, analisis ekonomi merupakan salah satu dasar dari
kegiatan perencanaan dalam memutuskan arah kebijakan ekonomi
suatu daerah. Analisis ekonomi dilakukan dengan cara menilai sejauh
mana realisasi pembangunan daerah akan mempengaruhi kinerja
ekonomi daerah. Penilaian ini dilakukan melalui indikator makro
ekonomi daerah, apakah sesuai dengan target perencanaan
pembangunan daerah.

Analisis kinerja ekonomi makro akan memperlihatkan
optimalisasi arah kebijakan ekonomi Kota Palangka Raya, sehingga hal
tersebut sangat penting dalam merumuskan budget policy. Analisis
ekonomi ini dilakukan dengan mengumpulkan setiap fakta dan
permasalahan yang dihadapi daerah saat ini sebagai data dalam
menganalisis keuangan daerah dan merumuskan kerangka ekonomi
daerah, utamanya untuk perencanaan pembangunan periode
berikutnya.

Arah kebijakan ekonomi Pemerintah Kota Palangka Raya selain
dipengaruhi oleh keadaan internal Kota Palangka Raya juga
dipengaruhi oleh arah kebijakan provinsi Kalimantan Tengah dan
ekonomi secara nasional. Adapun kebijakan ekonomi Pemerintah Kota
Palangka Raya dipengaruhi oleh penetapan indikator kinerja daerah
tahun 2025 yang disesuaikan dengan:

e RPD Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 dimana target
pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya tahun 2025 tumbuh
sebesar 7,22 persen, angka kemiskinan 3,35 persen, Indeks Gini
sebesar 0,318 dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 81,16.

e Penetapan indikator kinerja daerah Provinsi Kalimantan Tengah

pada tahun 2025 yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,80 persen,
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angka kemiskinan sebesar 4,66 persen, tingkat pengangguran
terbuka sebesar 3,90 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
sebesar 73,42 persen dan indeks Gini sebesar 0,31.

Selain diatas, kondisi ekonomi Kota Palangka Raya secara eksternal
akan dipengaruhi oleh variabel-variabel makro ekonomi nasional
dan perkembangan ekonomi global.

e Pada tahun 2025 Pemerintah telah mentargetkan sasaran ekonomi
nasional sebagai berikut diantaranya pertumbuhan ekonomi
sebesar 5,3 - 5,6 persen; angka kemiskinan sebesar 7,8 - 8,0
persen, tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,5 - 5,0 persen,
indeks modal manusia sebesar 0,56 dan gini rasio sebesar 0,379 —
0.382 persen.

Untuk mewujudkan perekonomian yang mandiri, strategis
ekonomi domestik akan lebih digiatkan dengan prioritas pada
kedaulatan pangan, kemaritiman, kedaulatan energi serta upaya
untuk mendorong industi pengolahan dan pariwisata. Langkah-
langkah tersebut akan didukung dengan upaya perwujudan
kedaulatan keuangan yang ditopang oleh kebijakan fiskal dan moneter
yang efektif. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga akan disertai
upaya-upaya perluasan dan keberpihakan kesempatan kerja kepada
kelompok kurang mampu yang pada akhirnya dapat mengurangi
tingkat kemiskinan dan memperkecil kesenjangan.

Arah kebijakan pembangunan Provinsi kalimantan Tengah
dalam kerangka pembangunan berkelanjutan yaitu Meningkatkan
pembangunan infrastruktur mendukung penanganan pembangunan
ekonomi untuk Kalteng Bermartabat; Mengembangkan konektivitas
destinasi pariwisata, pengembangan ekonomi hijau dan sertifkat
masyarakat adat untuk kalteng Elok; Mempercepat pengembangan
kawasan industeri, ekonomi dan food estate, mempercepat pemulihan
ekonomi, peningkatan koperasi dan UMKM, peningkatan pendidikan

dan peningkatan kesehatan masyarakat untuk Kalteng Kuat;
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Mengoptimalkan penerapan e- government, peningkatan SDM aparatur
birokrasi, keterbukaan kompetensi kalangan profesional dan
peningkatan intensi aparatur untuk Kalteng Amanah; Memperkuat
falsafah huma betang, menerbitkan peraturan dan hukum adat

memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni.

2.6. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2025

Program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2025 merupakan
substansi RKPD Kota Palangka Raya. Daftar yang disajikan meliputi
nama program dan kegiatan yang diwujudkan dalam jumlah dana yang
dibutuhkan, target dari pelaksanaan program dan kegiatan. Rencana
program dan kegiatan untuk RKPD 2025 Kota Palangka Raya
memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi untuk
penyelesaikan target-target pembangunan Nasional,;

2. Program dan kegiatan terpilih harus merupakan kewenangan
Pemerintah Kota Palangka Raya;

3. Fokus pada pencapaian RPJPD 2025 - 2045 dan Indikator Kinerja
RPD Kota Palangka Raya Tahun 2024 - 2026;

4. Mempercepat pengembangan wilayah dengan mengutamakan
peningkatan daya saing sebagai dasar pertumbuhan daerah;
Pemerataan antar kecamatan dan atau kelurahan;

6. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara
berkelanjutan;

7. Mempercepat penyelesaian masalah sosial, ekonomi, politik serta
hukum;

8. Program dan kegiatan terpilih menyentuh langsung bagi upaya

pemecahan masalah mendasar yang dihadapi masyarakat.
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RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2025 memuat arahan
operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan
bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah dalam menyusun Rencana
Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025 sehingga digunakan
sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD, Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rincian Sikronisasi Program
Prioritas Nasional Dan Prioritas Provinsi Dengan Program Prioritas

Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:
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KOTA PALANGKARAYA

Lampiran IX :

SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM
PRIORITAS KABUPATEN/KOTA

TAHUN ANGGARAN 2025

Peraturan Daerah
Nomor : 15 Tahun 2024
Tanggal : 31 Desember 2024

Prioritas Pembangunan

Prioritas Pembangunan

SKPD

Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD

No Nasional Provinsi Program Pelaksana Operasi Modal Tidak Transfer Jumiah
p Terduga

Melanjutkan Pengembangan
Infrastruktur dan Meningkatkan | Meningkatan akselerasi
Lapangan Kerja yang perkembangan Koperasi dan Dinas
Berkualitas, Mendorong UKM serta dunia usaha yang PROGRAM Perdagangan,
Kewirausahaan, saling terkait antar usaha dan PEMBERDAYAAN DAN| Koperasi,

1 Mengembangkan Industri antar daerah, khususnya yang PERLINDUNGAN Usaha Kecil, 41.583.000,00 0,00 0,00 0,00 41.583.000,00
Kreatif serta Mengembangkan berbasis potensi dan keunggulan | KOPERASI Menengah dan
Agromaritim Industri di Sentra daerah yang saling terkait usaha Perindustrian
Produksi Melalui Peran Aktif dan antar daerah
Koperasi
Melanjutkan Pengembangan
Infrastruktur dan Meningkatkan | Meningkatan akselerasi
Lapangan Kerja yang perkembangan Koperasi dan PROGRAM Dinas
Berkualitas, Mendorong UKM serta dunia usaha yang PEMBERDAYAAN Perdagangan,
Kewirausahaan, saling terkait antar usaha dan USAHA MENENGAH, Koperasi,

2 Mengembangkan Industri antar daerah, khususnya yang USAHA KECIL, DAN Usaha Kecil, 1.076.682.600,00 2.730.000,00 0,00 0,00 1.079.412.600,00
Kreatif serta Mengembangkan berbasis potensi dan keunggulan | USAHA MIKRO Menengah dan
Agromaritim Industri di Sentra daerah yang saling terkait usaha | (UMKM) Perindustrian
Produksi Melalui Peran Aktif dan antar daerah
Koperasi
Melanjutkan Pengembangan
Infrastruktur dan Meningkatkan | Meningkatan akselerasi
Lapangan Kerja yang perkembangan Koperasi dan Dinas
Berkualitas, Mendorong UKM serta dunia usaha yang PROGRAM Perdagangan,
Kewirausahaan, saling terkait antar usaha dan PENDIDIKAN DAN Koperasi,

3 Mengembangkan Industri antar daerah, khususnya yang LATIHAN Usaha Kecil, 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

Kreatif serta Mengembangkan
Agromaritim Industri di Sentra
Produksi Melalui Peran Aktif
Koperasi

berbasis potensi dan keunggulan
daerah yang saling terkait usaha
dan antar daerah

PERKOPERASIAN

Menengah dan
Perindustrian

SIPD-RI : dicetak pada 2025-04-29 11:36:35
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Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD

Prioritas Pembangunan Prioritas Pembangunan SKPD
No . L Program ) Jumlah
Nasional Provinsi Pelaksana . Tidak
Operasi Modal Transfer
Terduga
Melanjutkan Pengembangan
Infrastruktur dan Meningkatkan | Meningkatan akselerasi
Lapangan Kerja yang perkembangan Koperasi dan Dinas
Berkualitas, Mendorong UKM serta dunia usaha yang PROGRAM Perdagangan,
Kewirausahaan, saling terkait antar usaha dan PENGAWASAN DAN Koperasi,
4 Mengembangkan Industri antar daerah, khususnya yang PEMERIKSAAN Usaha Kecil, 19.999.800,00 0,00 0.00 0.00 19.999.800,00
Kreatif serta Mengembangkan berbasis potensi dan keunggulan | KOPERASI Menengah dan
Agromaritim Industri di Sentra daerah yang saling terkait usaha Perindustrian
Produksi Melalui Peran Aktif dan antar daerah
Koperasi
Melanjutkan Pengembangan
Infrastruktur dan Meningkatkan | Meningkatan akselerasi
Lapangan Kerja yang perkembangan Koperasi dan Dinas
Berkualitas, Mendorong UKM serta dunia usaha yang Perdagangan,
Kewirausahaan saling terkait antar usaha dan PROGRAM Koperasi
5 ! - PENGEMBANGAN - 125.575.000,00 0,00 0,00 0,00 125.575.000,00
Mengembangkan Industri antar daerah, khususnya yang UMKM Usaha Kecil,
Kreatif serta Mengembangkan berbasis potensi dan keunggulan Menengah dan
Agromaritim Industri di Sentra daerah yang saling terkait usaha Perindustrian
Produksi Melalui Peran Aktif dan antar daerah
Koperasi
Melanjutkan Pengembangan
Infrastruktur dan Meningkatkan | Meningkatan akselerasi
Lapangan Kerja yang perkembangan Koperasi dan PROGRAM Dinas
Berkualitas, Mendorong UKM serta dunia usaha yang Perdagangan,
Kewirausahaan saling terkait antar usaha dan PENGGUNAAN DAN Koperasi
6 ! - PEMASARAN - 88.090.000,00 0,00 0,00 0,00 88.090.000,00
Mengembangkan Industri antar daerah, khususnya yang Usaha Kecil,
A : . PRODUK DALAM
Kreatif serta Mengembangkan berbasis potensi dan keunggulan NEGERI Menengah dan
Agromaritim Industri di Sentra daerah yang saling terkait usaha Perindustrian
Produksi Melalui Peran Aktif dan antar daerah
Koperasi
Melanjutkan Pengembangan
Infrastruktur dan Meningkatkan | Meningkatan akselerasi
Lapangan Kerja yang perkembangan Koperasi dan Dinas
Berkualitas, Mendorong UKM serta dunia usaha yang PROGRAM Perdagangan,
Kewirausahaan, saling terkait antar usaha dan PENILAIAN Koperasi,
7 Mengembangkan Industri antar daerah, khususnya yang KESEHATAN KSP/USP | Usaha Kecil, 49.999.900,00 0,00 0.00 0.00 49.999.900,00

Kreatif serta Mengembangkan
Agromaritim Industri di Sentra
Produksi Melalui Peran Aktif
Koperasi

berbasis potensi dan keunggulan
daerah yang saling terkait usaha
dan antar daerah

KOPERASI

Menengah dan
Perindustrian
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Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD

Prioritas Pembangunan Prioritas Pembangunan SKPD
No . L Program ) Jumlah
Nasional Provinsi Pelaksana . Tidak
Operasi Modal Transfer
Terduga
Melanjutkan Pengembangan
Infrastruktur dan Meningkatkan | Meningkatan akselerasi
Lapangan Kerja yang perkembangan Koperasi dan Dinas
Berkualitas, Mendorong UKM serta dunia usaha yang PROGRAM Perdagangan,
Kewirausahaan, saling terkait antar usaha dan PENINGKATAN Koperasi,
8 Mengembangkan Industri antar daerah, khususnya yang SARANA DISTRIBUSI | Usaha Kecll, 57.650.000,00 40.080.000,00 0.00 0.00 97.730.000,00
Kreatif serta Mengembangkan berbasis potensi dan keunggulan | PERDAGANGAN Menengah dan
Agromaritim Industri di Sentra daerah yang saling terkait usaha Perindustrian
Produksi Melalui Peran Aktif dan antar daerah
Koperasi
Melanjutkan Pengembangan
Infrastruktur dan Meningkatkan | Meningkatan akselerasi
Lapangan Kerja yang perkembangan Koperasi dan PROGRAM Dinas
Berkualitas, Mendorong UKM serta dunia usaha yang PENUNJANG Perdagangan,
Kewirausahaan, saling terkait antar usaha dan URUSAN Koperasi,
9 Mengembangkan Industri antar daerah, khususnya yang PEMERINTAHAN Usaha Kecil, 11.789.355.409,00 144.284.400,00 0.00 0.00 11.933.639.809,00
Kreatif serta Mengembangkan berbasis potensi dan keunggulan | DAERAH Menengah dan
Agromaritim Industri di Sentra daerah yang saling terkait usaha KABUPATEN/KOTA Perindustrian
Produksi Melalui Peran Aktif dan antar daerah
Koperasi
Melanjutkan Pengembangan
Infrastruktur dan Meningkatkan | Meningkatan akselerasi
Lapangan Kerja yang perkembangan Koperasi dan Dinas
Berkualitas, Mendorong UKM serta dunia usaha yang PROGRAM Perdagangan,
Kewirausahaan, saling terkait antar usaha dan PERENCANAAN DAN | Koperasi,
10 Mengembangkan Industri antar daerah, khususnya yang PEMBANGUNAN Usaha Kecil, 1.377.401.300,00 19.198.800,00 0.00 0.00 1.396.600.100,00
Kreatif serta Mengembangkan berbasis potensi dan keunggulan | INDUSTRI Menengah dan
Agromaritim Industri di Sentra daerah yang saling terkait usaha Perindustrian
Produksi Melalui Peran Aktif dan antar daerah
Koperasi
Melanjutkan Pengembangan
Infrastruktur dan Meningkatkan | Meningkatan akselerasi
Lapangan Kerja yang perkembangan Koperasi dan PROGRAM Dinas
Berkualitas, Mendorong UKM serta dunia usaha yang STABILISASI HARGA | Perdagangan,
Kewirausahaan, saling terkait antar usaha dan BARANG Koperasi,
1 Mengembangkan Industri antar daerah, khususnya yang KEBUTUHAN POKOK | Usaha Kecil, 491.317.200,00 0,00 0.00 0.00 491.317.200,00
Kreatif serta Mengembangkan berbasis potensi dan keunggulan | DAN BARANG Menengah dan
Agromaritim Industri di Sentra daerah yang saling terkait usaha PENTING Perindustrian

Produksi Melalui Peran Aktif
Koperasi

dan antar daerah
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Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD

Prioritas Pembangunan Prioritas Pembangunan SKPD
No . L Program ) Jumlah
Nasional Provinsi Pelaksana . Tidak
Operasi Modal Transfer
Terduga
Melanjutkan Pengembangan
Infrastruktur dan Meningkatkan | Meningkatan akselerasi
Lapangan Kerja yang perkembangan Koperasi dan Dinas
Berkualitas, Mendorong UKM serta dunia usaha yang PROGRAM Perdagangan,
Kewirausahaan, saling terkait antar usaha dan STANDARDISASI DAN | Koperasi,
12 Mengembangkan Industri antar daerah, khususnya yang PERLINDUNGAN Usaha Kecil, 57.252.000,00 10.668.000,00 0.00 0.00 67.920.000,00
Kreatif serta Mengembangkan berbasis potensi dan keunggulan | KONSUMEN Menengah dan
Agromaritim Industri di Sentra daerah yang saling terkait usaha Perindustrian
Produksi Melalui Peran Aktif dan antar daerah
Koperasi
Melanjutkan Pengembangan
Infrastruktur dan Meningkatkan
Lapangan Kerja yang PROGRAM Badan
Berkualitas, Mendorong Mewujudkan pemerintah yang PERENCANAAN, Perencanaan
Kewirausahaan, bersih, professional dan responsif | PENGENDALIAN DAN | Pembangunan
13 Mengembangkan Industri dalam rangka percepatan EVALUASI Daerah, 2.708.214.338,00 0,00 0.00 0.00 2.708.214.338,00
Kreatif serta Mengembangkan pembangunan daerah PEMBANGUNAN Penelitian dan
Agromaritim Industri di Sentra DAERAH Pengembangan
Produksi Melalui Peran Aktif
Koperasi
Membangun dari Desa dan dari lc\j/Iempercepat kecukupan sarana Dinas A
Bawah Untuk Pertumbuhan dan prasarana umum secara Perumahan
14 | Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, | Mtegrative dan komprehensif PROGRAM KAWASAN | Rakyat, 3.495.140.400,00 | 4.953.000.000,00 0,00 0,00 |  8.448.140.400,00
dalam rangka peningkatan daya PERMUKIMAN Kawasan
dan Pemberantasan -
- dukung terhadap pembangunan Permukiman
Kemiskinan
daerah dan Pertanahan
Bawah Untuk Pertumbuhan inte F?ative dan komprehensif PROGRAM Rakyat
15 Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, 9 mp PENGEMBANGAN val, 1.344.333.600,00 | 1.364.650.000,00 0,00 0,00 2.708.983.600,00
dalam rangka peningkatan daya Kawasan
dan Pemberantasan PERUMAHAN ;
L dukung terhadap pembangunan Permukiman
Kemiskinan
daerah dan Pertanahan
. . | Mempercepat kecukupan sarana | PROGRAM Dinas
Membangun dari Desa dan dari dan prasarana umum secara PENINGKATAN Perumahan
Bawah Untuk Pertumbuhan integrative dan komprehensif PRASARANA Rakyat
16 Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, 9 mp ' vat, 2.780.214.800,00 | 49.906.984.930,00 0,00 0,00 | 52.687.199.730,00
dalam rangka peningkatan daya SARANA DAN Kawasan
dan Pemberantasan -
Kemiskinan dukung terhadap pembangunan UTILITAS UMUM Permukiman
daerah (PSU) dan Pertanahan
. . | Mempercepat kecukupan sarana | PROGRAM Dinas
Membangun dari Desa dan dari dan prasarana umum secara PENUNJANG Perumahan
Bawah Untuk Pertumbuhan integrative dan komprehensif URUSAN Rakyat
17 Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, 9 mp vat, 12.035.164.204,00 | 1.192.503.900,00 0,00 0,00 | 13.227.668.104,00
dalam rangka peningkatan daya PEMERINTAHAN Kawasan
dan Pemberantasan -
Kemiskinan dukung terhadap pembangunan DAERAH Permukiman
daerah KABUPATEN/KOTA dan Pertanahan
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Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD

kemasyarakat secara
berkesinambungan

Prioritas Pembangunan Prioritas Pembangunan SKPD
No . L Program ) Jumlah
Nasional Provinsi Pelaksana . Tidak
Operasi Modal Transfer
Terduga
Membangun dari Desa dan dari y:nmezgﬁgﬁ;kfﬁ%ﬁ?eg:gana PROGRAM Ilglenrﬁ;ahan
Bawah Untuk Pertumbuhan inte Fl)’ative dan komorehensif PERUMAHAN DAN Rakvat
18 Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dale?m ranaka eninpkatan dava KAWASAN Kawésém 4.893.360.400,00 0,00 0,00 0,00 4.893.360.400,00
dan Pemberantasan gxa p 9 Y PERMUKIMAN -
L dukung terhadap pembangunan Permukiman
Kemiskinan KUMUH
daerah dan Pertanahan
Mewujudkan kemitraan yang
sistematis antara pemerintah
Membangun dari Desa dan dari dgﬁraug;jain n;ﬁiss)i/a;asli(at serta
Bawah Untuk Pertumbuhan Eelo?‘n ok-kzlom %k masvarakat PROGRAM
19 | Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, | =~ P P Y PEMBERDAYAAN Dinas Sosial 402.800.000,00 0,00 0,00 0,00 402.800.000,00
agi pencegahan dan
dan Pemberantasan . SOSIAL
Kemiskinan peningkatan kecepatan _
penanggulangan masalah sosial
kemasyarakat secara
berkesinambungan
Mewujudkan kemitraan yang
sistematis antara pemerintah
Membangun dari Desa dan dari dgﬁraug;jain n;ﬁiss)i/a;asli(at serta
Bawah Untuk Pertumbuhan Eelo?‘n ok-kzlom %k masvarakat PROGRAM
20 | Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, | <° P P Y PENANGANAN Dinas Sosial 206.855.000,00 0,00 0,00 0,00 206.855.000,00
agi pencegahan dan
dan Pemberantasan . BENCANA
Kemiskinan peningkatan kecepatan _
penanggulangan masalah sosial
kemasyarakat secara
berkesinambungan
Mewujudkan kemitraan yang
sistematis antara pemerintah
Membanaun dari Desa dan dari daerah dan masyarakat serta PROGRAM
Bawah U?]tuk Pertumbuhan penguatan partisipasi PENUNJANG
21 | Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, 'ge'o.mpo"'ke'f]mp‘(’jk masyarakat | URUSAN Dinas Sosial 2.810.863.800,00 | 3.158.517.400,00 0,00 0,00 | 5.969.381.200,00
dan Pemberantasan agi pencegahan dan PEMERINTAHAN
Kemiskinan peningkatan kecepatan DAERAH
penanggulangan masalah sosial KABUPATEN/KOTA
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Prioritas Pembangunan

Prioritas Pembangunan

SKPD

Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD

No Nasional Provinsi Program Pelaksana . Tidak Jumiah
Operasi Modal Transfer
Terduga
Mewujudkan kemitraan yang
sistematis antara pemerintah
Membangun dari Desa dan dari d:ﬁrig?aann rgﬁ;);a;aslrat serta
Bawah Untuk Pertumbuhan ook koo mosvarakat | PROGRAM
22 Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, bagi che ahar?dan Y PERLINDUNGAN DAN | Dinas Sosial 1.845.890.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1.875.890.000,00
dan Pemberantasan 9! penceg JAMINAN SOSIAL
Kemiskinan peningkatan kecepatan _
penanggulangan masalah sosial
kemasyarakat secara
berkesinambungan
Mewujudkan kemitraan yang
sistematis antara pemerintah
Membangun dari Desa dan dari d:ﬁrig?aann rgﬁ;);a;aslrat serta
Bawah Untuk Pertumbuhan ook koo mosvarakat | PROGRAM
23 Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, bagi P P Y REHABILITASI Dinas Sosial 649.237.000,00 0,00 0,00 0,00 649.237.000,00
agi pencegahan dan
dan Pemberantasan . SOSIAL
Kemiskinan peningkatan kecepatan _
penanggulangan masalah sosial
kemasyarakat secara
berkesinambungan
Memperkuat Infrastruktur Untuk Eﬂeer\giwUdrlz)?re]sg?omglg;hr)elzasmgnsif PROGRAM Dinas
24 Mendukung Pengembangan P p PENGELOLAAN 75.970.000,00 10.430.000,00 0,00 0,00 86.400.000,00
Ekonomi Dan Pelayanan Dasar dalam rangka percepatan PELAYARAN Perhubungan
pembangunan daerah
PROGRAM
Memperkuat Infrastruktur Untuk Mevv_ujudkan pgmerintah yang PENUNJANG .
25 | Mendukung Pengembangan bersin, professional dan responsif | URUSAN Dinas 13.666.436.638,00 | 1.886.726.600,00 0,00 0,00 | 15.553.163.238,00
Ekonomi Dan Pelayanan Dasar dalam rangka percepatan PEMERINTAHAN Perhubungan
pembangunan daerah DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Mewujudkan pemerintah yang PROGRAM
Memperkuat Infrastruktur Untuk bersih. professional dan responsif PENYELENGGARAAN Dinas
26 Mendukung Pengembangan dalam’rgn ka percepatan p LALU LINTAS DAN Perhubunaan 22.955.202.475,00 | 2.011.463.900,00 0,00 0,00 | 24.966.666.375,00
Ekonomi Dan Pelayanan Dasar gxap P ANGKUTAN JALAN 9
pembangunan daerah
(LLAJ)
Mewujudkan pertanian,
Memperkuat Ketahanan perkebunan, perikanan, PROGRAM
Ekongmi Untuk Pertumbuhan peterpakan_, keh_uFan_an yang PENGAWASAN Dinas
27 Yang Berkualitas dan berorientasi agribisnis untuk SUMBER DAYA Perikanan 750.923.000,00 0,00 0,00 0,00 750.923.000,00

Berkeadilan

pengembangan agroindusti dan
ketahanan pangan secara
berkelanjutan,

KELAUTAN DAN
PERIKANAN

SIPD-RI : dicetak pada 2025-04-29 11:36:35
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Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD

Prioritas Pembangunan Prioritas Pembangunan SKPD
No . L Program ) Jumlah
Nasional Provinsi Pelaksana . Tidak
Operasi Modal Transfer
Terduga
Mewujudkan pertanian,
Memperkuat Ketahanan letr:rer?:kn;n’kpeirﬂggzg’yang PROGRAM
Ekonomi Untuk Pertumbuhan - o PENGELOLAAN Dinas
28 Yang Berkualitas dan bg;or‘laegée;: agrzlglsrr:)lfnldjﬂtsﬂikdan PERIKANAN Perikanan 2.055.815.100,00 155.600.000,00 0,00 0,00 2.211.415.100,00
Berkeadilan beng gan ag BUDIDAYA
ketahanan pangan secara
berkelanjutan,
Mewujudkan pertanian,
Memperkuat Ketahanan letr:rer?:kn;n’kpeirﬂggzg’yang PROGRAM
Ekonomi Untuk Pertumbuhan - o PENGELOLAAN Dinas
29 Yang Berkualitas dan bg;or‘laegée;: agrzlglsrr:)lfnldjﬂtsﬂikdan PERIKANAN Perikanan 1.350.435.200,00 0,00 0,00 0,00 1.350.435.200,00
Berkeadilan beng gan ag TANGKAP
ketahanan pangan secara
berkelanjutan,
Mewujudkan pertanian,
Memperkuat Ketahanan letr:rer?:kn;n’kpeirﬂggzg’yang PROGRAM
Ekonomi Untuk Pertumbuhan - o PENGOLAHAN DAN Dinas
30 Yang Berkualitas dan bg;or‘laegée;: agrzlglsrr:)lfnldjﬂtsﬂikdan PEMASARAN HASIL Perikanan 414.999.600,00 0,00 0,00 0,00 414.999.600,00
Berkeadilan beng gan ag PERIKANAN
ketahanan pangan secara
berkelanjutan,
e e
Memperkuat Ketahanan Beternakan ’kpehutanan’yang PENUNJANG
Ekonomi Untuk Pertumbuhan ) o URUSAN Dinas
31 Yang Berkualitas dan bg;or‘laegée;: agrzlglsrr:)lfnldjﬂtsﬂikdan PEMERINTAHAN Perikanan 6.421.910.088,00 22.446.000,00 0,00 0,00 6.444.356.088,00
Berkeadilan Eeta%anan %n ag secara DAERAH
berkelanjutgn 9 KABUPATEN/KOTA
Mewujudkan pertanian,
Memperkuat Ketahanan letr:rer?:kn;n’kpeirﬂggzg’yang PROGRAM Dinas Pertanian
Ekonomi Untuk Pertumbuhan ) o PENANGANAN
32 Yang Berkualitas dan bg;or‘laegée;: agrzlglsrr:)lfnldjﬂtsﬂikdan KERAWANAN gzrr\] K;r:ahanan 29.999.900,00 0,00 0,00 0,00 29.999.900,00
Berkeadilan peng 9 g PANGAN 9
ketahanan pangan secara
berkelanjutan,
Mewujudkan pertanian,
perkebunan, perikanan,
I\E/Ike;w]g(:,nr:(aantnlfke Lagr?Sr?]rt]Juhan peternakan, kehutanan yang PROGRAM Dinas Pertanian
33 berorientasi agribisnis untuk PENGAWASAN dan Ketahanan 42.624.800,00 0,00 0,00 0,00 42.624.800,00

Yang Berkualitas dan
Berkeadilan

pengembangan agroindusti dan
ketahanan pangan secara
berkelanjutan,

KEAMANAN PANGAN

Pangan

SIPD-RI : dicetak pada 2025-04-29 11:36:35
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Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD

Prioritas Pembangunan Prioritas Pembangunan SKPD
No . L Program ) Jumlah
Nasional Provinsi Pelaksana . Tidak
Operasi Modal Transfer
Terduga
Mewujudkan pertanian,
Memperkuat Ketahanan perkebunan, perikanan, PROGRAM
Ekongmi Untuk Pertumbuhan peternakan, kehutanan yang PENGENDALIAN DAN | Dinas Pertanian
34 vang Berkualitas dan berorientasi agribisnis untuk PENANGGULANGAN | dan Ketahanan 234.861.900,00 0,00 0,00 0,00 234.861.900,00
Berkgeadilan pengembangan agroindusti dan BENCANA Pangan
ketahanan pangan secara PERTANIAN
berkelanjutan,
e e
Memperkuat Ketahanan Beternakan ’kpehutanan’yang PENGENDALIAN Dinas Pertanian
Ekonomi Untuk Pertumbuhan - o KESEHATAN HEWAN
35 Yang Berkualitas dan bg;or‘laegée;: agrzlglsrr:)lfnldjﬂtsﬂikdan DAN KESEHATAN gzrr\] K;r:ahanan 614.309.260,00 154.348.929,00 0,00 0,00 768.658.189,00
Berkeadilan beng gan ag MASYARAKAT 9
ketahanan pangan secara VETERINER
berkelanjutan,
Mewujudkan pertanian,
Memperkuat Ketahanan perkebunan, perikanan, PROGRAM
Ekongmi Untuk Pertumbuhan peternakan, kehutanan yang PENINGKATAN Dinas Pertanian
36 vang Berkualitas dan berorientasi agribisnis untuk DIVERSIFIKASI DAN dan Ketahanan 711.801.200,00 0,00 0,00 0,00 711.801.200,00
Berkgeadilan pengembangan agroindusti dan KETAHANAN PANGAN | Pangan
ketahanan pangan secara MASYARAKAT
berkelanjutan,
e b
Memperkuat Ketahanan P K ,kp h ' PENUNJANG . .
Ekonomi Untuk Pertumbuhan petema an, ke _u_tan_an yanlg URUSAN Dinas Perr1tan|an
37 Yang Berkualitas dan bg;or‘laegée;: agrzlglsrrg?nldjﬂt;i S PEMERINTAHAN gzrr\] K::r:a anan 13.493.298.590,00 389.194.000,00 0,00 0,00 13.882.492.590,00
Berkeadilan Eeta%anan %n ag secara DAERAH ’
berkelanjutgn 9 KABUPATEN/KOTA
Mewujudkan pertanian,
Memperkuat Ketahanan perkebunan, perikanan, PROGRAM
Ekongmi Untuk Pertumbuhan peternakan, kehutanan yang PENYEDIAAN DAN Dinas Pertanian
38 vang Berkualitas dan berorientasi agribisnis untuk PENGEMBANGAN dan Ketahanan 178.000.000,00 0,00 0,00 0,00 178.000.000,00
Berkgeadilan pengembangan agroindusti dan PRASARANA Pangan
ketahanan pangan secara PERTANIAN
berkelanjutan,
Mewujudkan pertanian,
Memperkuat Ketahanan letr:rer?:kn;n’kpeirﬂggzg’yang PROGRAM Dinas Pertanian
Ekonomi Untuk Pertumbuhan ) o PENYEDIAAN DAN
39 Yang Berkualitas dan berorientasi agribisnis untuk PENGEMBANGAN dan Ketahanan 2.111.802.436,00 41.907.000,00 0,00 0,00 2.153.709.436,00

Berkeadilan

pengembangan agroindusti dan
ketahanan pangan secara
berkelanjutan,

SARANA PERTANIAN

Pangan

SIPD-RI : dicetak pada 2025-04-29 11:36:35
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Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD

Prioritas Pembangunan Prioritas Pembangunan SKPD
No . L Program ) Jumlah
Nasional Provinsi Pelaksana . Tidak
Operasi Modal Transfer
Terduga
Mewujudkan pertanian,
perkebunan, perikanan,
I\E/Ike;w]g(:,nr:(aantnlfke Lagr?Sr?]rt]Juhan peternakan, kehutanan yang PROGRAM Dinas Pertanian
40 ) berorientasi agribisnis untuk PENYULUHAN dan Ketahanan 231.100.000,00 0,00 0,00 0,00 231.100.000,00
Yang Berkualitas dan ; .
. pengembangan agroindusti dan PERTANIAN Pangan
Berkeadilan
ketahanan pangan secara
berkelanjutan,
Mewujudkan pertanian,
perkebunan, perikanan,
I\E/Ike;w]g(:,nr:(aantnlfke Lagr?Sr?]rt]Juhan peternakan, kehutanan yang PROGRAM Dinas Pertanian
41 . berorientasi agribisnis untuk PERIZINAN USAHA dan Ketahanan 681.113.000,00 0,00 0,00 0,00 681.113.000,00
Yang Berkualitas dan ; .
. pengembangan agroindusti dan PERTANIAN Pangan
Berkeadilan
ketahanan pangan secara
berkelanjutan,
Memperkuat Pembangunan Membangun dan
Sumber Daya Manusia (SDM), mengembangkan budaya
Sains, Teknologi, Pendidikan, pembelajaran yang mendidik
Kesehatan, Prestasi Olahraga, secara merata dan adil pada PROGRAM Dinas Tenaga
42 Kesetaraan Gender, serta semua jenis, jalur dan jenjang HUBUNGAN Keria 9 271.000.000,00 0,00 0,00 0,00 271.000.000,00
Penguatan Peran Perempuan, Pendidikan untuk menciptakan INDUSTRIAL !
Pemuda (Generasi Milenial dan | masyarakat yang beriman,
Generasi Z), dan Penyandan bertaqwa, cerdas, kreatif dan
Disabilitas inovatif serta memiliki daya saing
Memperkuat Pembangunan Membangun dan
Sumber Daya Manusia (SDM), mengembangkan budaya
Sains, Teknologi, Pendidikan, pembelajaran yang mendidik
: : PROGRAM
Kesehatan, Prestasi Olahraga, secara merata dan adil pada PELATIHAN KERJA Dinas Tenaga
43 Kesetaraan Gender, serta semua jenis, jalur dan jenjang ; g 426.371.359,00 0,00 0,00 0,00 426.371.359,00
S - DAN PRODUKTIVITAS | Kerja
Penguatan Peran Perempuan, Pendidikan untuk menciptakan
AN . TENAGA KERJA
Pemuda (Generasi Milenial dan | masyarakat yang beriman,
Generasi Z), dan Penyandan bertaqwa, cerdas, kreatif dan
Disabilitas inovatif serta memiliki daya saing
Memperkuat Pembangunan Membangun dan
Sumber Daya Manusia (SDM), mengembangkan budaya
Sains, Teknologi, Pendidikan, pembelajaran yang mendidik
Kesehatan, Prestasi Olahraga, secara merata dan adil pada PROGRAM Dinas Tenaga
44 Kesetaraan Gender, serta semua jenis, jalur dan jenjang PENEMPATAN 9 212.950.622,00 0,00 0,00 0,00 212.950.622,00

Penguatan Peran Perempuan,
Pemuda (Generasi Milenial dan
Generasi Z), dan Penyandan
Disabilitas

Pendidikan untuk menciptakan
masyarakat yang beriman,
bertaqgwa, cerdas, kreatif dan
inovatif serta memiliki daya saing

TENAGA KERJA

Kerja
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Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD

Prioritas Pembangunan Prioritas Pembangunan SKPD
No . L Program ) Jumlah
Nasional Provinsi Pelaksana . Tidak
Operasi Modal Transfer
Terduga
Memperkuat Pembangunan Membangun dan
Sumber Daya Manusia (SDM), mengembangkan budaya PROGRAM
Sains, Teknologi, Pendidikan, pembelajaran yang mendidik
- : PENUNJANG
Kesehatan, Prestasi Olahraga, secara merata dan adil pada URUSAN Dinas Tenaga
45 Kesetaraan Gender, serta semua jenis, jalur dan jenjang ; g 360.175.291,00 127.752.000,00 0,00 0,00 487.927.291,00
e : PEMERINTAHAN Kerja
Penguatan Peran Perempuan, Pendidikan untuk menciptakan DAERAH
Pemuda (Generasi Milenial dan | masyarakat yang beriman, KABUPATEN/KOTA
Generasi Z), dan Penyandan bertaqwa, cerdas, kreatif dan
Disabilitas inovatif serta memiliki daya saing
Memperkuat Pembangunan Membangun dan
Sumber Daya Manusia (SDM), mengembangkan budaya
Sains, Teknologi, Pendidikan, pembelajaran yang mendidik
Kesehatan, Prestasi Olahraga, secara merata dan adil pada PROGRAM Dinas Tenaga
46 Kesetaraan Gender, serta semua jenis, jalur dan jenjang PERENCANAAN Keria 9 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00
Penguatan Peran Perempuan, Pendidikan untuk menciptakan TENAGA KERJA !
Pemuda (Generasi Milenial dan | masyarakat yang beriman,
Generasi Z), dan Penyandan bertaqwa, cerdas, kreatif dan
Disabilitas inovatif serta memiliki daya saing
Dinas
Memperkuat Pembangunan Pengendalian
Sumber Daya Manusia (SDM), Penduduk,
Sains, Teknologi, Pendidikan, Mewujudkan masyarakat Keluarga
Kesehatan, Prestasi Olahraga, berparadigma sehat untuk PROGRAM Berencana,
47 Kesetaraan Gender, serta mempercepat peningkatan derajat | PENGENDALIAN Pemberdayaan 324.200.000,00 0,00 0,00 0,00 324.200.000,00
Penguatan Peran Perempuan, kesehatan masyarakat secara PENDUDUK Perempuan,
Pemuda (Generasi Milenial dan | berkelanjuta Perlindungan
Generasi Z), dan Penyandan Anak, dan
Disabilitas Pemberdayaan
Masyarakat
Mempercepat kecukupan sarana Dinas
Memperkuat Stabiltas imegrative dan komprehensf | PENGELOLAAN | KOmunikas
48 Polhukhankam Dan 9 mp Informatika, 3.074.239.326,00 112.890.000,00 0,00 0,00 3.187.129.326,00
) . dalam rangka peningkatan daya APLIKASI L
Transformasi Pelayanan Publik Statistik dan
dukung terhadap pembangunan INFORMATIKA h
Persandian
daerah
Mempercepat kecukupan sarana Dinas
. dan prasarana umum secara PROGRAM o
Memperkuat Stabilitas integrative dan komprehensif PENGELOLAAN Komunikasi
49 Polhukhankam Dan 9 mp Informatika, 12.438.317.583,00 304.443.000,00 0,00 0,00 | 12.742.760.583,00
Transformasi Pelayanan Publik dalam rangka peningkatan daya INFORMASI DAN Statistik dan
dukung terhadap pembangunan KOMUNIKASI PUBLIK Persandian

daerah

SIPD-RI : dicetak pada 2025-04-29 11:36:35
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Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD

Prioritas Pembangunan Prioritas Pembangunan SKPD
No . L Program ) Jumlah
Nasional Provinsi Pelaksana . Tidak
Operasi Modal Terduga Transfer
Mempercepat kecukupan sarana | PROGRAM Dinas
Memperkuat Stabilitas dan prasarana umum secara PENUNJANG Komunikasi
50 | Polhukhankam Dan integrative dan komprehensif URUSAN Informatika, 8.610.914.539,00 |  305.722.400,00 0,00 0,00 | 8.916.636.939,00
) . dalam rangka peningkatan daya PEMERINTAHAN "
Transformasi Pelayanan Publik Statistik dan
dukung terhadap pembangunan DAERAH Persandian
daerah KABUPATEN/KOTA
Mempercepat kecukupan sarana PROGRAM Dinas
Memperkuat Stabilitas fn"’t‘g ?;?ifl?erzg?l ‘Ij(g’rt’]mr :ﬁgﬁ;ﬁ PENYELENGGARAAN | Komunikasi
51 Polhukhankam Dan dala?m ranaka eninpkatan dava PERSANDIAN UNTUK | Informatika, 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00
Transformasi Pelayanan Publik gxa p 9 Y PENGAMANAN Statistik dan
dukung terhadap pembangunan INFORMASI Persandian
daerah
Mempercepat kecukupan sarana Dinas
Memperkuat Stabilitas idnatlg F::tli?/?erzgi lliglnlimr;?gs;ﬁ PROGRAM Komunikasi
52 Polhukhankam Dan dala?m ranaka eninpkatan dava PENYELENGGARAAN | Informatika, 506.118.250,00 86.124.000,00 0,00 0,00 592.242.250,00
Transformasi Pelayanan Publik gxap 9 Y STATISTIK SEKTORAL | Statistik dan
dukung terhadap pembangunan Persandian
daerah
Membangun dan
mengembangkan budaya
pembelajaran yang mendidik
. - PROGRAM
Meningkatkan Sumber Daya secara merata dan adil pada .
53 Manusia Yang Berkualitas Dan | semua jenis, jalur dan jenjang BEIKIAIIL:SSIUP;ET\}]I?AS Elenrjaas Tenaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Berdaya Saing Pendidikan untuk me_nmptakan TENAGA KERJA
masyarakat yang beriman,
bertaqwa, cerdas, kreatif dan
inovatif serta memiliki daya saing
Membangun dan
mengembangkan budaya
pembelajaran yang mendidik EESSI\T&MNG
Menlngkatkan Sumber_Daya secara _me_ratfcl dan adl[ pa_da URUSAN Dinas Tenaga
54 Manusia Yang Berkualitas Dan | semua jenis, jalur dan jenjang - 223.463.900,00 0,00 0,00 0,00 223.463.900,00
" g - PEMERINTAHAN Kerja
Berdaya Saing Pendidikan untuk menciptakan DAERAH
masyarakat yang beriman, KABUPATEN/KOTA

bertaqwa, cerdas, kreatif dan
inovatif serta memiliki daya saing
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Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD

Prioritas Pembangunan Prioritas Pembangunan SKPD
No . L Program ) Jumlah
Nasional Provinsi Pelaksana . Tidak
Operasi Modal Transfer
Terduga
Dinas
Pengendalian
Penduduk,
Mewujudkan masyarakat PROGRAM Keluarga
Meningkatkan Sumber Daya berparadigma sehat untuk ADMINISTRASI Berencana,
55 Manusia Yang Berkualitas Dan | mempercepat peningkatan derajat PEMERINTAHAN Pemberdayaan 335.000.000,00 0,00 0,00 0,00 335.000.000,00
Berdaya Saing kesehatan masyarakat secara DESA Perempuan,
berkelanjuta Perlindungan
Anak, dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Dinas
Pengendalian
Penduduk,
Mewujudkan masyarakat PROGRAM Keluarga
Meningkatkan Sumber Daya berparadigma sehat untuk PEMBERDAYAAN DAN| Berencana,
56 Manusia Yang Berkualitas Dan | mempercepat peningkatan derajat | PENINGKATAN Pemberdayaan 2.303.838.000,00 0,00 0,00 0,00 2.303.838.000,00
Berdaya Saing kesehatan masyarakat secara KELUARGA Perempuan,
berkelanjuta SEJAHTERA (KS) Perlindungan
Anak, dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Dinas
Pengendalian
PROGRAM Penduduk,
Mewujudkan masyarakat PEMBERDAYAAN Keluarga
Meningkatkan Sumber Daya berparadigma sehat untuk LEMBAGA Berencana,
57 Manusia Yang Berkualitas Dan | mempercepat peningkatan derajat | KEMASYARAKATAN, Pemberdayaan 3.915.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.915.000.000,00
Berdaya Saing kesehatan masyarakat secara LEMBAGA ADAT DAN | Perempuan,
berkelanjuta MASYARAKAT Perlindungan
HUKUM ADAT Anak, dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Dinas
Pengendalian
Penduduk,
Mewujudkan masyarakat PROGRAM Keluarga
Meningkatkan Sumber Daya berparadigma sehat untuk PEMBINAAN Berencana,
58 Manusia Yang Berkualitas Dan | mempercepat peningkatan derajat KELUARGA Pemberdayaan 2.030.300.000,00 0,00 0,00 0,00 2.030.300.000,00
Berdaya Saing kesehatan masyarakat secara BERENCANA (KB) Perempuan,
berkelanjuta Perlindungan
Anak, dan
Pemberdayaan
Masyarakat
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Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD

Prioritas Pembangunan Prioritas Pembangunan SKPD
No . L Program ) Jumlah
Nasional Provinsi Pelaksana . Tidak
Operasi Modal Transfer
Terduga
Dinas
Pengendalian
Penduduk,
Mewujudkan masyarakat Keluarga
Meningkatkan Sumber Daya berparadigma sehat untuk PROGRAM Berencana,
59 Manusia Yang Berkualitas Dan | mempercepat peningkatan derajat | PEMENUHAN HAK Pemberdayaan 228.693.000,00 0,00 0,00 0,00 228.693.000,00
Berdaya Saing kesehatan masyarakat secara ANAK (PHA) Perempuan,
berkelanjuta Perlindungan
Anak, dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Dinas
Pengendalian
Penduduk,
Mewujudkan masyarakat PROGRAM Keluarga
Meningkatkan Sumber Daya berparadigma sehat untuk PENGARUSUTAMAAN | Berencana,
60 Manusia Yang Berkualitas Dan | mempercepat peningkatan derajat | GENDER DAN Pemberdayaan 80.790.400,00 0,00 0,00 0,00 80.790.400,00
Berdaya Saing kesehatan masyarakat secara PEMBERDAYAAN Perempuan,
berkelanjuta PEREMPUAN Perlindungan
Anak, dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Dinas
Pengendalian
Penduduk,
Mewujudkan masyarakat Keluarga
Meningkatkan Sumber Daya berparadigma sehat untuk PROGRAM Berencana,
61 Manusia Yang Berkualitas Dan | mempercepat peningkatan derajat [ PENGENDALIAN Pemberdayaan 412.201.900,00 0,00 0,00 0,00 412.201.900,00
Berdaya Saing kesehatan masyarakat secara PENDUDUK Perempuan,
berkelanjuta Perlindungan
Anak, dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Dinas
Pengendalian
Penduduk,
Mewujudkan masyarakat EESSI\TJAAMN G Keluarga
Meningkatkan Sumber Daya berparadigma sehat untuk URUSAN Berencana,
62 Manusia Yang Berkualitas Dan | mempercepat peningkatan derajat PEMERINTAHAN Pemberdayaan 7.693.610.271,00 | 1.757.584.600,00 0,00 0,00 9.451.194.871,00
Berdaya Saing kesehatan masyarakat secara DAERAH Perempuan,
berkelanjuta KABUPATEN/KOTA Perlindungan
Anak, dan
Pemberdayaan
Masyarakat
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Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD
Prioritas Pembangunan Prioritas Pembangunan SKPD
No . L Program ) Jumlah
Nasional Provinsi Pelaksana . Tidak
Operasi Modal Transfer
Terduga
Dinas
Pengendalian
Penduduk,
Mewujudkan masyarakat Keluarga
Meningkatkan Sumber Daya berparadigma sehat untuk PROGRAM Berencana,
63 Manusia Yang Berkualitas Dan | mempercepat peningkatan derajat | PERLINDUNGAN Pemberdayaan 427.686.200,00 0,00 0,00 0,00 427.686.200,00
Berdaya Saing kesehatan masyarakat secara KHUSUS ANAK Perempuan,
berkelanjuta Perlindungan
Anak, dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Dinas
Pengendalian
Penduduk,
Mewujudkan masyarakat Keluarga
Meningkatkan Sumber Daya berparadigma sehat untuk PROGRAM Berencana,
64 Manusia Yang Berkualitas Dan | mempercepat peningkatan derajat [ PERLINDUNGAN Pemberdayaan 218.365.000,00 0,00 0,00 0,00 218.365.000,00
Berdaya Saing kesehatan masyarakat secara PEREMPUAN Perempuan,
berkelanjuta Perlindungan
Anak, dan
Pemberdayaan
Masyarakat
PROGRAM
eningkatkan Sumber Daya | i SIRERIRTIE o | DRUSAN
65 Manusia Yang Berkualitas Dan dal P p Inspektorat 12.601.261.101,00 | 1.956.203.200,00 0,00 0,00 | 14.557.464.301,00
Berdaya Saing alam rangka percepatan PEMERINTAHAN
pembangunan daerah DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Meningkatkan Sumber Daya bMeer\é\lil:\JUdr':)aflgsg?oﬂg?Staihr)ézngnsif PROGRAM
66 Manusia Yang Berkualitas Dan dalam’rgngka percepatan P PENYELENGGARAAN | Inspektorat 2.369.380.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 2.379.380.000,00
Berdaya Saing PENGAWASAN
pembangunan daerah
. Mewujudkan pemerintah yang PROGRAM
Meningkatkan Sumber Daya bersih, professional dan responsif PERUMUSAN
67 Manusia Yang Berkualitas Dan d ' KEBIJAKAN, Inspektorat 2.434.392.400,00 0,00 0,00 0,00 2.434.392.400,00
} alam rangka percepatan
Berdaya Saing pembangunan daerah PENDAMPINGAN
DAN ASISTENSI
TOTAL | 176.815.852.080,00 | 70.155.453.059,00 0,00 0,00 | 246.971.305.139,00
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Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya Triwulan | Tahun 2025 |

BAB III

EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025

3.1.

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

Status penilaian kinerja dan realisasi anggaran berdasarkan

Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria

No Penilaian Realisasi Kinerja Status

1 91 % < 100 % Sangat tinggi (ST)
2 76 % <90 % Tinggi (T)

3 66 % <75 % Sedang (S)

4 51 % < 65% Rendah (R)

S <50 % Sangat Rendah (SR)

Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Pada Triwulan I Tahun anggaran 2025 Capaian Kinerja Kota

Palangka Raya dikategorikan Sangat Rendah, hal ini dapat dilihat

dari realisasi kinerja yang mencapai 17,21 %, dengan realisasi

anggaran sebesar 12,75 %. Secara lebih rinci dapat dilihat pada

tabel berikut:

Tabel. 3.1.
Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025
P t i
ersefl as.e CaPAAN | Status Capaian
Kinerja dan . .
. Kinerja dan
Urusan/ Bidang Urusan Anggaran A RKPD
NO Pemerintahan Daerah dan RKPD Tahun 2025 ngga:;;ls
Program/Kegiatan (%)
Rp K Rp K
1 Dinas Pendidikan 12,45 18,05 SR SR
2 | Dinas Kesehatan 13,73 16,85 SR SR
3 Dinas Pekerjaan Umum dan 2.14 5.38 SR SR
Penataan Ruang
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Persentase capaian
Kinerja dan

Status Capaian
Kinerja dan

Urusan/ Bidang Urusan Anggaran A RKPD
NO Pemerintahan Daerah dan RKPD Tahun 2025 nggaran
. 2025
Program /Kegiatan (%)
Rp K Rp K
4 Dinas P.erumahan Rakyat, Kawasan 5.86 8.58 SR SR
Permukiman dan Pertanahan
S | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 16,62 16,79 SR SR
6 | Satuan Polisi Pamong Praja 27,84 29,08 SR SR
7 | Dinas Sosial 10,82 25,05 SR SR
8 | Dinas Tenaga Kerja 22,03 24,46 SR SR
9 | Dinas Lingkungan Hidup 20,2 20,78 SR SR
10 Dinas Kepenc.iu'dukan dan 28.36 32.06 SR SR
Pencatatan Sipil
Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
11 | Perempuan, dan Perlindungan 6,81 20,46 SR SR
Anak dan Pemberdayaan
Masyarakat
12 | Dinas Perhubungan 21,11 23,07 SR SR
13 Dlna'Ls Komumkam Inf9rmat1ka, 10,05 14,92 SR SR
Statistik Dan Persandian
14 Dinas Penanaman Modal ]Z?an 19,79 218 SR SR
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15 | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 17,4 19,33 SR SR
16 | Dinas Perikanan 14,81 27,3 SR SR
Dinas Pariwisata, Kebudayaan
17 ’ ! 9,66 25,93 SR SR
Kepemudaan dan Olahraga (2020)
18 Dinas Pertanian dan Ketahanan 19,39 20,26 SR SR
Pangan
Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM
1 1,7 1 R R
0 dan Perindustrian (2020) 21,76 25, S S
Sekretariat Dewan Perwakilan
20 Rakyat Daerah 16,4 20,15 SR SR
21 | Sekretariat Daerah 15,06 20,78 SR SR
99 Dinas Pemadam Kebakaran dan 14,33 23.36 SR SR
Penyelamatan
93 Badan Penanggulangan Bencana 16,31 35,71 SR SR
Daerah

42




Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya Triwulan | Tahun 2025 |

Persef1tas.e capaian | o . o Capaian
Kinerja dan ..
. Kinerja dan
Urusan/ Bidang Urusan Anggaran A RKPD
NO Pemerintahan Daerah dan RKPD Tahun 2025 nggaran
. 2025
Program/Kegiatan
Rp K Rp K
24 | Inspektorat Kota 12,13 13,54 SR SR
05 B‘adan Perenoangan Pembangunan, 6,08 11,26 SR SR
Riset dan Inovasi Daerah
26 Badan Pengelola Keuangan Dan 10,87 12,83 SR SR
Aset Daerah
o7 Bad:?m P'engelola Pajak Dan 19,75 23,08 SR SR
Retribusi Daerah
Badan Kepegawaian dan
28 | Pengembangan Sumber Daya 19,43 22,13 SR SR
Manusia
29 | Kecamatan Pahandut 17,44 18,87 SR SR
30 | Kecamatan Bukit Batu 14,64 18,6 SR SR
31 | Kecamatan Jekan Raya 19,05 21,62 SR SR
32 | Kecamatan Sabangau 16,72 21,12 SR SR
33 | Kecamatan Rakumpit 15,03 16,8 SR SR
Total 12,75 17,21 SR SR

3.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Sampai dengan

Triwulan I Tahun 2025 Berdasarkan Urusan

Program prioritas pembangunan selanjutnya dijabarkan

dengan program pembangunan sesuai

dengan organisasi

dan satuan kerja perangkat daerah lingkup Pemerintah
Kota Palangka Raya dan  disertai dengan  kebutuhan
pendanaan. Skala prioritas tersebut mencakup bidang-
bidang yang ada dalam organisasi perangkat daerah.

Pemerintah kota Palangka Raya mempunyai target
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pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan RKPD
tahun 2025 pertriwulan yaitu Triwulan I minimal sebesar 20
%, Triwulan II sebesar 50 %, Triwulan III sebesar 80 %,
Triwulan IV sebesar 100%.

Evaluasi Pelaksanaan  Program dan Kegiatan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Sampai

dengan Triwulan I Tahun 2025 terdapat dalam lampiran.

44



Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2025
TRIWULAN |
KOTA PALANGKARAYA

Indikator Kineria Program (outcome)/

Realisasi Capaian Kineria

Target kineria dan anggaran berialan

Realisasi Capaian Kineria dan

Tingkat Capaian Kinera dan

Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPUMD s/d Tahun 2025(Akhir

Tingkat Capaian Kinera dan

Program/Kegiatan Target Akfi Periode Renstra | RPUMD sampai dengan RKPD “ Realsasi Kineria Sampai Dengan Triwulan Anggaran RKPD yang dievaluasi | Realsasi Anggaran RKPD Tahun Realisasi Anggaran RPJMD s/d SKPD Penanggungjawab
Kegatan (output) Tohun 2024 (42) tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi 202%) 505 (%) Tahun Pe\aksaznoazasr; RKPD Tahun aun 2025 (%)
i il it v
5 4 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14=6+12 15=14/5 x100% 16
K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Semua Bidang
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Cakupan Layanan Urusan Penunjang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
PEMERINTAHAN DAERAH Kegiatan Pemerintahan (%) 95,00  38.281.930.724 100,00 i 100(  8.681.876.563 2.017.140.062 - - | 2017.140062 0,00% 23,23% 2.017.140.062| 521% |DayaManusia
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
R 108.751.738 . 31.902.200) - - - g 0,00% - 0,00%
‘Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3
28.927.986.113 - 7.087.877.786 1.699.883.500 - - 1.699.883.500 23,98% 1.699.883.500 14,59%
‘Administrasi Barang Millk Daerah pada
Perangkat Daerah = P 15.280.800) - 4.164.300 400.000 - - 400000 961% 400000 3.14%
‘Administrasi Kepegawaian Perangkat
Daerah e g 989.846.681 - 251.619.494 50.400.000 - - 50.400.000 2003% 50.400.000 13,49%
‘Administrasi Umum Perangkat Daerah
4.046.588.966 - 278.654.000 97.229.558 - - 97.229.558 34,89% 97.229.558 24,58%
Pengadaan Barang Millk Daerah Penunjang
(i i 2D 1.589.883.850) . 415.208.200 127.750.000 - - 127.750.000 30,77% 127.750.000 16,23%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
e il 977.320.826 - 263.152.483 27.030.728 - - 27.030.728 10,27% 27.030.728 891%
Pemeliharaan Barang Mik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.626.271.750 - 349.298.100 14.446.276 - - 14.446.276 4,14% 14.446.276 6,35%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 73,13% 23.23%
Predikat Kinerja Sedang| Sangat Rendah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Cakupan Layanan Urusan Penunjang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PEMERINTAHAN DAERAH Kegiatan Pemerintahian (%) 100,00 22.948.941.552) 100,00 - of 5478261452 1.605.057.557 - - -| 160507557, 0,00% 2930% NAN|  1.605.057.557 6,99%
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi | Jumlah Dokumen Perencanaan dan
Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kineria Perangkat Daerah
(Dokumen) 368.338.196 000 | 6 56.067.000 1 2400000 3 3 1 2400000 16,67% 4.28% 0,00 2400000(  0,00% 065%
‘Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase pembayaran gajl dan tunjangan
ASN dan penyelesaian laporan keuangan
tepat waktu') (%) 0,00 0 - 1 0,00% 0,00 0,00%
15.302.075.680 : 3.568.022.876 940.827.325 . . 940.827.325 2637% 940.827.325 10,03%
Pembayaran Gaj ASN dan Penyusunan
Laporan Keuangan (Buizn) 0,00 30 30 8 25,00% 0,00 0,00%
‘Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan Administrasi
Umum Perangkat Daerah’) (%) 2.137.928.980 0,00 g 100| 236.819.764, 100 34.763.100 - - 2 34.763.100) 25,00% 14,68% 0,00 34763100 0,00% 2,99%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang | Persentase Pengadazn Barang Milk
Urusan Pemerintah Daerah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
o
Daerah tepat wakiu’) (%) 1.087.642.396 0,00 : 100 526.071.600 100 473.540.000 - - 100 473.549.000 100,00% 90,02% 000  473.540.000  0,00% 19,52%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa
Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daeraf’)
%) 3.162.240.000 0,00 1 100 692.790.212 100 113.983.382 - - 25 113.983.382 25,00% 16,45% 000 113983382  0,00% 9,32%
Pemeliharaan Barang Mik Daerah Persentase Terpenuhinya Pemeliaraan
BemiisngsaniRa ettt an G acrahiy (R MR s e 890.716.300 0,00 . 100| 398.490.000) 100 39.534.750 - - 2 39.534.750) 25,00% 9,92% 0,00 39534750 0,00% 1261%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 2851% 29,30%
Predikat Kinerja| Sangat Rendah| Sangat Rendah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Cakupan Layanan Urusan Penunjang Badan Penanggulangan Bencana Daerah
PEMERINTAHAN DAERAH Kegiatan Pemerintahan (%) 10000  27.762.6%.142) 100,00 g 100 6.477.857.207] 1.468.224.151 - - 100|  1.468.224.151 100,00% 22,67% 1.468.224.151 529%
KABUPATENIKOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi | Jumlah Laporan/Dokumen Perencanaan
Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah (Laporan/ Dokumen) 351.931.442 0,00 - 2 9730220 4 - - 4 - 18,18% 0,00% 0,00 | 000% 0,00%

Page 1 of 48




Realisasi Capaian Kineria Realisasi Capaian Kineria dan | Tingkat Capaian Kinera dan | <caisasi Kineda dan Anggaran | - ooy 60 ineria dan
Indikator Kineria Program (outcome)/ Target ineria dan anggaran berjalan RPUMD s/d Tahun 2025(Akhir )
Program/Kegiatan i Target Akhir Perode Renstra RPJM? sampal dengan RKPD. | 1 s Realisas! Kineria Sampai Dengan Triwuian Anggaran RKPD yang dvaluas | Realiasi Anggaran RKPD Tahun | o o b coorloy o'l | RealsasiAnggaren RPUMD g SKPD Penanggungjawab
ahun 2024 (n2) 2025 (%) Pl tahun 2025 (%)
‘Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumiah Orang yang Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN (Orang/bulan)
17.246.886.492) 0,00 | 3804455706 2| 888.250.991 - 26|  888.250.991 100,00% 2335% 000  888.250991  0,00% 5,15%
‘Administrasi Kepegawaian Perangkat Persentase Terlaksananya Peningkatan
Daerah Disipin dan Kapasitas Sumberdaya
Aparatur (%) 1.132.953.064, 0,00 50 133.399.900 50 - - 50) - 100,00% 0,00% 0,00 1 000% 0,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat
9 Daerah (%) o 2.797.340.267 0,00 40 821.471.700 10| 182520680 - 10| 182520.680) 25,00% 22,22% 000 182520680  0,00% 20,08%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan persentase penggunaan produk dalam
Pemerintahan Daerah neger pada belanja barang dan jasa
diBPBD (0.4) 4.795.199.986 0,00 4 1.089.822.181 1| 268.863.307 - 1| 268.863.307] 25,00% 24,67% 000  268.863.307|  0,00% 31,72%
Pemeliharaan Barang Millk Daerah Persentase Pemelharaan Barang Miik
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah (%) 1.438.384.891 0,00 1 618.977.500 1| 128580173 - 1| 128589473 100,00% 20,77% 000  128.589.173)  0,00% 11,95%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 80,60% 2267%
Predikat Kinerja Tinggi| Sangat Rendah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Cakupan Layanan Urusan Penurjang Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
PEMERINTAHAN DAERAH Kegiatan Pemerintahan (%) 100,00|  75.046.137.906 100,00 100 13.427.087.729 2.453.235.096 - 90|  2.453.235.096| 90,00% 18,27% 2.453.235.096| 3.21%
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi | Persentase Perencanaan, Penganggaran,
Kinerja Perangkat Daerah dan evaluasi kinerja perangkat daerah (%) 2.551.740.093 0,00 9% 133.806.981 30 40.271.200 - 8| 40.271.200 7.89% 30,10% 0,00 40.271.200(  0,00% 41,54%
‘Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Presentase Capaian Administrasi Kevangan
Berangkaibastahi1) 50.996.702.578 0,00 95| 9.620.190.998 20| 1685235730 - 20 1685235730 21,05% 17,52% 000 1685235730  0,00% 19,58%
‘Administrasi Barang Milik Daerah pada | Persentase Capaian Adminisirasi Barang
Perangkat Daerah Milk Daerah pada Perangkat Daerah (1)
197.032.340 0,00 95, 39,225,800 20 17.793.400 - 2) 17.793.400) 21,05% 45,36% 0,00 17.793.400|  0,00% 7265%
‘Administrasi Kepegawaian Perangkat Persentase Capaian Adminstrasi
aerah Kepegawaian Perangkat Daerah (1) 1,548.392.003 0,00 9% 390.369.571 2 99.983.200 - 25 99.983.200 26,32% 2561% 0,00 99.983.200  0,00% 3541%
‘Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Adminisirasi Umum
Perangkat Daerah (1) 4.304.190.878 0,00 95| 1.027.455.400 25| 197.070.206 - 25 197.070.206 26,32% 19,18% 000[  197.070.206|  0,00% 30.22%
Pengadaan Barang Millk Daerah Penunjang | Persentase Pengadaan Barang Miik
Urusan Pemerintah Daerah Dagrah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah tepat waklu') (%) 162.261.928 000 9% 2515.800 20 E - 2 - 21,05% 0,00% 0,00 1 o00% 0,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase Penyediaan Jasa Penunjang
Pomerintaian Daerah Unisan Pemerintzhan Daereh (%) 13.026.245.156, 0,00 95 1.786.038.299 25| 310.131.460 - 2| 310131460 26,32% 17,36% 000  310.131.460(  0,00% 7,86%
Pemeliharaan Barang Millk Daerah Persentase Pemeiharaan Barang Mik
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Daerah Penunjang Urusan Pemefintahan
Daerah (%) 2.259,572.930 0,00 9% 427.434.880) 25| 102749900 - 25  102.749.900 26,32% 24,04% 000[  102749.900(  0,00% 16,99%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 37,35% 18,27%
Predikat Kinerja| Sangat Rendah| Sangat Rendah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Niai SAKIP Perangkat Daerah (Prediat) Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah
PEMERINTAHAN DAERAH 600 500 5 i 000%
KABUPATEN/KOTA
98.413.152.00 18.031.621.404 3.815.258.737 - 3.815.258.737 21,1 3.815.258.737 3,88%
Cakupan Layanan Urusan Penunjang
Kegiatan Pemerintahan (%) 95,00 20,00 9 . 0,00%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi | Persentase Penyelesaian Dokumen
Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi
:i/';‘)e”a Perangat Daerah Tepat Wakiu ) 239.600.000 0,00 100 47.920.000 % 19.889.200 - 2 19.889.200) 25,00% 41,51% 0,00 19.880.200  0,00% 9.82%
‘Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Terpenuhinya Adminisiasi
ey tatb sl 68.478.197.500 0,00 100|  11.852.455.264 25| 2640547408 - 25| 2.640.547.408 25,00% 2228% 000 2640.547.408]  0,00% 6,35%
‘Administrasi Kepegawalan Perangkat Tingkat Disipin Aparatur (Persen) S ] | E—— , z 2500 0001 ) 0001 0001
Daerah 825.000.00 0,0 00, 502.706.00 5 - 5 - 00% 00% 0,00 | 000% 00%
‘Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Pelayanan Administrasi Umum
8 Bulan) & 6.905.785.000 0,00 12| 1.146.384.600 3| 413965245 - 3| 413.965.245 25,00% 36,11% 000  413.965.245|  0,00% 19,02%
Pengadaan Barang Millk Daerah Penunjang
s B 2D 735.000.000 466.690.600) 84.700.000 - 84.700.000) 18,15% 84.700.000) 11,52%
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Program Kegiatan

Indikator Kineria Program (outcome)/

Target Akhir Periode Renstra

Realsasi Capaian Kineria
RPJMD sampai dengan RKPD

Target ineria dan anggaran berjalan

Realisas! Kineria Sampai Dengan Triwuian

Realisasi Capaian Kineria dan
Anggaran RKPD yang dievaluasi

Tingkat Capaian Kinera dan
Realisasi Anggaran RKPD Tahun

Realisasi Kineria dan Anggaran
RPUMD s/d Tahun 2025(Akhir

Tingkat Capaian Kinera dan
Realisasi Anggaran RPIMD s/d

SKPD Penanggungjawab

Kegatan (output) Tohin 2024 (02) tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi o) 2025 (%) Tahun Pe\aksaZnanasr; RKPD Tahun e 2025 (%)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
e S A 15.400.752.000 2.995.697.440 506.942.684 a 506.942.684 16.92% 506.942.684 670%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Unisan Pemerintahan Daerah 3.819.817.500 1.019.767.500 149.214.200 - 149.214.200 14,63% 149.214.200 22,34%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 25,72% 21,16%
Predikat Kinerja| Sangat Rendah| Sangat Rendah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Niai SAKIP Perangkat Daerah (Predikal) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan
BEMERRITEHANIDAERRH 6,00 48.329.239.122 400 4| 12753437511 860.889.109 - 100|  860.889.109|  2500,00% 6,75% 860.889.109) 178% |Inovasi Daerah
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi | Persentase Penyusunan Perencanaan,
Kinerja P dan Evaluasi Kineria
Perangkat Daerah (Persen) 473.128575 0,00 100| 37.350.360) - - - - 0,00% 000% 0,00 1 o00% 0,00%
‘Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Adminisirasi Keuangan
Feeng i Ezailf) 37.223.071.119 0,00 100|  8.980.156.924 - 810.218.656 - || 81021865 0,00% 9,02% 000[  810.21865|  0,00% 6.93%
‘Administrasi Barang Millk Dacrah pada | Persentase Administasi Barang Milk
BerangkatuEean DaerahiEadaRerngatiDactahi(l) 20.799.800) 0,00 100) 2.900.100 - - - - . 0,00% 0,00% 0,00 1 000% 0,00%
‘Administrasi Kepegawaian Perangkat Persentase Adminisirasi Kepegawaian
Eaeeh BerangkaiBasehile)] 1.094.007.090) 0,00 100) 257.524.720) - - - - . 0,00% 0,00% 0,00 1 000% 0,00%
‘Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Adminisirasi Umum Perangkat
g Daerah (%) ' i 4,801.069.202 0,00 100 634.693.512 - 26.337.267 - - 26.337.267 0,00% 4,15% 0,00 26337.267|  0,00% 2,15%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase jasa penunjang uusan
et A acraly peinstxanicaeianyangteibararkaniie) 2.203.298.698 0,00 100) 539.528.895, - 24.333.186 - - 24.333.186| 0,00% 451% 0,00 24333186 0,00% 1,90%
Pemeliharaan Barang Mik Daerah Persentase Pemeiharaan Barang Mik
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah Pemerintanan (Persen) 2513.864.638 000 100[  2:300.983.000 5 5 3 4 | 0,00% 000% 0,00 1 o00% 000%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 68,06% 6,75%
Predikat Kinerja Sedang| Sangat Rendah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Cakupan Layanan Urusan Penunjang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PEMERINTAHAN DAERAH Kegiatan Pemerintahan (%) 100,00 .90 70 ) 128,57%
KABUPATEN/KOTA
Jumlah Temuan Perangkat Daerah yang
Sudah DiindaKiniut (Temuan) 0| oS08 o of Bswmer 2429.833.055 - | 2420833055 000% 2829% an| 22805 6,10%
Niai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)
5,00 5,00 5 - 0,00%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi | Jumlah Dokumen Perencanaan,
Kinerja P dan Evaluasi Kineria
LSy aias /a Costab Dok men) 773552050 000 9 96.118.63 6| 32501400 a 6| 32501400 75,00% 381% 00| 32501400  0,00% 449%
‘Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumiah Dokumen Keuangan Perangkat
8 o Ee(Eares) g d 25.642.996.971 000 7| 5.406.343.439) 2| 1219414046 - 2| 1.279.414.046] 2857% 2367% 000 1279.414046|  0,00% 13,39%
‘Administrasi Barang Millk Daerah pada | Persentase Administrasi Barang Milk
Perangkat Daerah Daeraah pada Perangkat Daerah yang
Tersusun (%)) 62.908.000 0,00 100 31.451.700 % 17.403.800 - 2 17.403.800) 25,00% 55,34% 0,00 17.403.800|  0,00% 87,17%
‘Administrasi Kepegawaian Perangkat Jumlah Kebutuhan Pegawai yang pp— o - JE— ° . 000 o o . "0
Daerah Terpenuhi (Orang) : ! .360. s - 00% 00% X | o00% 00%
i Umum P Cakupan Urusan
(e L () 6.174.971.688 0,00 100| 394.773.440) 100 68.688.385 - 2 68.688.385| 25,00% 17.40% 0,00 68.68.385|  0,00% 9.41%
Pengadaan Barang Millk Daerah Penunjang | Jumiah Pengadaan Barang Milk Daerah
Urusan Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
(Barang) 67.149.600 0,00 5 845.096.000 2| 725900000 - 2| 725.900.000) 40,00% 8590% 000 725900000  0,00% 0,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Jumlah Penyediaan jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah yang Mencukupi
(Kegatan) 5:643.230.589 0,00 6| 1.392.184.456] 1| 254542304 - 1| 254542304 16,67% 18,28% 000 254542304  0,00% 879%
Pemeliharaan Barang Mik Daerah Jumlah Pemelhaaan Barang Milk Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
yang Teriaksana (Kegiatan) 1.085.332.523 0,00 4 354.786.000) 1 51.383.120 - 1 51.383.120 25,00% 14,48% 0,00 51383.120(  0,00% 101.37%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 76,34% 28,29%
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Program Kegiatan

Indikator Kineria Program (outcome)/

Target Akhir Periode Renstra

Realsasi Capaian Kineria
RPJMD sampai dengan RKPD

Target kinerja dan anggaran beralan

Realisas! Kineria Sampai Dengan Triwuian

Realisasi Capaian Kineria dan

Tingkat Capaian Kinera dan
Realisasi Anggaran RKPD Tahun

Realisasi Kineria dan Anggaran
RPUMD s/d Tahun 2025(Akhir

Tingkat Capaian Kinera dan
Realisasi Anggaran RPIMD s/d

SKPD Penanggungjawab

Anggaran RKPD yang dievaluasi
Kegiatan (output) Tohun 2024 (12) tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi 0% 2025 () Tahun Pe\aksaznoazasr; RKPD Tahun ahun 2025 (%)
Predikat Kinerja Tinggi| Sangat Rendah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Cakupan Layanan Unusan Penurjang Dinas Kesehatan
PEMERINTAHAN DAERAH Kegiatan Pemerintahan (%) 100,00| 448.838.525.276 100,00 | 100|  102.725.255.668 - | 23.252.953.802 0,00% 2264% NAN|  23.252.953.802 5,18%
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah 1.840.821.412) - 394.059.300, - 13.780.000 3,50% 13.780.000 5,58%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
o o 436.595.743.567 . 100.082.329.945| - 23.024.070.461 23,01% 23.024.070.461 20,09%
Administrasi Barang Milik Daerah pada y
Perangkat Dacrah 2.323.750) . 45,000,000 - - 0,00% - 0,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat
Do Pes 9 740.612.750 . 300.000.000, - 60.475.000) 20,16% 60.475.000) 58,02%
Administrasi Umum Perangkat Daerah
9 5.077.534.063 . 971.524.900 - 93.031.606] 9,58% 93.031.606] 8.32%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
e A 1.907.740.304, . 447.866.800) - 33.447.418) T47% 33.447.418) 681%
Pemeliharaan Barang Millk Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2673.749.430 484.474.723 - 28.149.317] 5,81% 28.149.317 887%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 7812% 22,64%
Predikat Kinerja Tinggi| Sangat Rendah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Cakupan Layanan Unusan Penurjang Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan
PEMERINTAHAN DAERAH Kegiatan Pemerintahan (%) 100,00|  36.159.999.460 100,00 - 100(  8763.684.919 - 100|  1.935.128.374 100,00% 22,08% 1.935.128.374 535% | Persandian
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi | Persentase Perencanaan, Penganggaran
Kinerja Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%) 80.146.600) 0,00 | 1 15.439.100 - 25 | 2500,00% 0,00% 0,00 | 000% 0,00%
‘Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Adminisirasi Keuangan
Perangkat Daerah (1) 28,028.536.067 0,00 - 1| 6741451082 1 - 25| 1554.974179  2500,00% 23,07% 000 1554974179  0,00% 10,74%
‘Administrasi Kepegawaian Perangkat Persentase Administrasi Kepegawaian
Dasrah Perangkat Daerzh (%) 291.125.000 0,00 - 1 165.792.000 - 2 83700000 2500,00% 50,48% 0,00| 83700000  0,00% 114,54%
‘Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat
2 Daerah (%) 2 4.196.958.814 0,00 - 1 457.234.39 - 2 79.252.164  2500,00% 17,33% 0,00 79.252.164  0,00% 2567%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase Penggunaan Produk Dalam
Pemerintahan Daerah Negeri pada Belanja Barang dan Jasa di
Dinas Komunikasi, Informatca, Statistk
dan Persandian Persentase Penyediaan
Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah (% 100 %) 1.149.771.479 0,00 - 40 441718341 - 1 49.856.031 0,00% 11,29% 0,00 49.856.031  0,00% 12,38%
Pemeliharaan Barang Miik Daerah Persentase Terpeliharaanya Barang Milk
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah (1) 2.413.461.500 0,00 g 1 942,050,000 1 - 25 167.346.000(  2500,00% 17,76% 000 167.346.000(  0,00% 17,38%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 25,05% 22,08%
Predikat Kinerja| Sangat Rendah| Sangat Rendah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Cakupan Layanan Urusan Penurjang Dinas Lingkungan Hidup
R R A D R b £ R L ) 100,00(  129.203.283.225| 0,00 g 0|  29.792.50.064 - - 7.644.465.099) 0,00% 25,66% 7.644.465.039 592%
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran,
G D] G L2 ) L) 1.332.344.403 0,00 g 1 229.887.522] - - 48.753.106 0,00% 2.21% 0,00| 48753106 0,00% 14,60%
‘Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8 g 66.743.655.418 - 14.946.740.406| - 4.427.071.684 2962% 4.427.071.684 687%
‘Administrasi Barang Mili Daerah pada y
Perangkat Dacrah 365.751.100 - 57.827.400) - - 000% - 0,00%
‘Administrasi Kepegawaian Perangkat
991.220.000 - 154.186.000 - - 000% - 0,00%
Daerah
‘Administrasi Umum Perangkat Daerah
g 2.207.378.935 - 129,943,580 - 30.185.549) 23,23% 30.185.549) 1,93%
Pengadaan Barang Millk Daerah Penunjang
s B 2D 1.568.432.039) . 199.714.456 - 33.000.000/ 16,52% 33.000.000 2,10%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan y
Pemerintahan Daerah 53.996.190.805 - 13.730.618.200) - 3,041.234.700 215% 3.041.234.700 11,13%
Pemeliharaan Barang Millk Daerah
B e 1.998.310.525, . 343.732.500 - 64.220.000 18,68% 64.220.000 661%
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Program Kegiatan

Indikator Kineria Program (outcome)/

Target Akhir Periode Renstra

Realsasi Capaian Kineria
RPJMD sampai dengan RKPD

Target ineria dan anggaran berjalan

Realisas! Kineria Sampai Dengan Triwuian

Realisasi Capaian Kineria dan
Anggaran RKPD yang dievaluasi

Tingkat Capaian Kinera dan
Realisasi Anggaran RKPD Tahun

Realisasi Kineria dan Anggaran
RPUMD s/d Tahun 2025(Akhir

Tingkat Capaian Kinera dan
Realisasi Anggaran RPIMD s/d

SKPD Penanggungjawab

Kegiatan (output) Tohun 2024 (12) tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi 2025 () Tahun Pe\aksaZnanasr; RKPD Tahun ahun 2025 (%)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0,00% 25,66%
Predikat Kinerja| Sangat Rendah| Sangat Rendah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Cakupan Layanan Urusan Penunjang Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan
PEMERINTAHAN DAERAH Kegiatan Pemerintahan (%) 100,00|  45.342.705.266 100,00 100[  11.812.697.064 2473.015.554 - | 2173.015.55 0,00% 18,40% 2.173.015.554 479%  |Olahraga (2020)
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi | Jumlah Dokumen Perencanaan dan
Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
(Dokumen) 713.612.243 0,00 12| 63.397.724| 4 17.778.500 - 4 17.778.500 33.33% 28,04% 0,00 17.778.500)  0,00% 8.36%
‘Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumiah Laporan Administrasi Keuangan
Fiean Rzl eay 32.901.887.791 0,00 12| 6.886.450.634 3| 1.607.041.483 - 3| 1.607.041.483 25,00% 23,34% 000 1607.041.483)  0,00% 7,92%
‘Administrasi Barang Milik Daerah pada | Jumiah Laporan Barang Miik Daerah Pada
ol Fiean Rzl eay 153.433.200 0,00 12| 18.584.500 3 - - 3 g 25,00% 0,00% 0,00 | 000% 0,00%
‘Administrasi Kepegawaian Perangkat Jumlah Dokumen dan Data Umum
Daerah Kepegawaian Perangkat Daerah
(Laporan/Dokumen) 272.725.000 0,00 12| 18.900.000 3 - 3 - 25,00% 000% 0,00 1 o00% 000%
‘Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Jasa Penunjang Kegiatan
Pemerintah Daerah (%) 4.394.053.810) 0,00 1 970.658.414 1 144.700.690 - of 144.700.690 25,00% 14.91% 0,00 144.700.690|  0,00% 21,73%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang | Jumlah Barang Milk Daerah Yang
(i i D DiseckkanyiUnt) 473.120.000 0,00 2 248.946.000) 1 - - 1 . 50,00% 0,00% 0,00 1 000% 0,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase Penggunaan Produk Dalam
et A acraly {Negeti Radal Eelaiia Eateng dehiasal (%) 1.672.298.222, 0,00 100) 609.472.292, 100 71.583.306 - 2 71.583.306] 25,00% 11,75% 0,00 71.583.306|  0,00% 17,51%
Pemeliharaan Barang Millk Daerah Jumlah pemeliharaan barang milk daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | penunjang urusan Pemerintah Daerah
(Bulan) 4.761.575.000 0,00 1| 2.99.287.500) 1| 331911575 - of 331911575 25,00% 11,08% 000 331911575  0,00% 31,38%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 18,85% 18,40%
Predikat Kinerja| Sangat Rendah| Sangat Rendah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Cakupan Layanan Urusan Penunjang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PEMERINTAHAN DAERAH Kegiatan Pemerintahian (%) 100,00(  74.326.853.950) 100,00 100 14.456.419.772 2.043.397.993 - 100 2.943.397.993 100,00% 20,36% 2.943.397.993 396%
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi | Persentase Perencanaan dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah Kineria Perangkat Daerah (%) 523,511.868 0,00 1 52.503.200 1 7.700.000 - 1 7.700.000 100,00% 14,67% 0,00 7.700000)  0,00% 507%
‘Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8 o 52.972.412.670 10.558.086.436| 2,623.196.030 - 2,623.196.030 24,85% 2623.196.030 28.36%
‘Administrasi Kepegawaian Perangkat
Daerah 53 g 1.221.177.500 429.156.000) 41.480.000 - 41.480.000 9,67% 41.480.000 8,92%
‘Administrasi Umum Perangkat Daerah
g 8.208.766.514 641.710.800) 30.494.022 - 30.494.022] 475% 30.494.022] 1,80%
Pengadaan Barang Milk Daerah Penunjang
W T s 173.440.000 126.720.000 - - 0,00% - 0,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah 2.995.255.439 1.328.362.136 46.782.941 - 46.782.941 3,52% 46.782.941 357%
Pemeliharaan Barang Millk Daerah
2B L i L 8.142.289.959 1.319.881.200) 193.745.000 - 193.745.000 14,68% 193.745.000 11,64%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 16,72% 20,36%
Predikat Kinerja| Sangat Rendah| Sangat Rendah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Cakypan Layangn Urusan Penunjang Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
X X X 851 - 6874 00% 42% 6874 30%
PEMERINTAHAN DAERAH Kegiatan Pemerintahan (%) 100,00|  44.836.273.949 0,00 0| 11.068.851.530 1.927.687.414 100 1.927.687.414 0,00% 17,42% 1.927.687.414 4,30%
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi | Tersedianya Dokumen Perencanaan dan
Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kineria Perangkat Dasrah (12
Dokumen) 898.168.048 0,00 12| 82.181.400) 3 16.092.310 - 3 16.092.310 25,00% 19,58% 0,00 16.092.310)  0,00% 2,83%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah (1) 30.907.486.034 0,00 1| 7.812671.844 1| 1514.857.928 - 1| 1514.857.928, 100,00% 19,39% 000 1514.857.928|  0,00% 6,05%
Perangkat ‘Aparatur Dinas Pemadam
Daerah Kebakaran dan Penyelamatan Kota
fsanchs Reya yeden e 140,150,000 000 1 8000000 1 - 1 | 100.00% 0,00% 00 4 o00% 0,00%
berkapasitas (%)
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Program Kegiatan

Indikator Kineria Program (outcome)/

Target Akhir Periode Renstra

Realsasi Capaian Kineria
RPJMD sampai dengan RKPD

Target ineria dan anggaran berjalan

Realisas! Kineria Sampai Dengan Triwuian

Realisasi Capaian Kineria dan
Anggaran RKPD yang dievaluasi

Tingkat Capaian Kinera dan
Realisasi Anggaran RKPD Tahun

Realisasi Kineria dan Anggaran
RPUMD s/d Tahun 2025(Akhir

Tingkat Capaian Kinera dan
Realisasi Anggaran RPIMD s/d

SKPD Penanggungjawab

Kegatan (output) Tohin 2024 (02) tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi 2025 (%) Tahun Pe\aksaznoazasr; RKPD Tahun e 2025 (%)
Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Pelayanan Administrasi
W) 35610.730.3% 0,00 1 521.370.267 1 27.627.480 - 1 27.627.480 100,00% 530% 0,00 27.627.480(  0,00% 6.36%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Meningkatnya penggunaan produk dalam
Pemerintahan Daerah neger pada belanja barang dan jasa
perangkat daerah Tersedianya Jasa
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah . .
yang memadai (% 100 %) 6.962.955.481 0,00 60 2057.289.019 60| 304632696 - 60| 30463269 100,00% 14,81% 000  3046326%|  0,00% 751%
Pemeliharaan Barang Miik Daerah Meningkatnya Ukuran Pemelinaraan BMD
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | sesuai dengan RKPBMD (Persen) 2.316.784.050 0,00 1 587.339.000| 1 64.477.000 - 1 64.477.000 100,00% 10,98%: 0,00} 64.477.000 0,00% 39,20%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 28,65% 17,42%
Predikat Kinerja| Sangat Rendah| Sangat Rendah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Cakupan Layanan Urusan Penunjang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
BEMERRITEHANIDAERRH e i L ) 12,00  48.205.301.908 12,00 of  9.470875.279) 1.976.008.673 - 100|  1.976.008.673 0,00% 21,55% 1.976.008.673 410%  [Satu Pintu
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi | Cakupan Layanan Urusan Penunjang
KEETRES b aEat R e iz e L () 124.346.700 0,00 12| 12.094.800 3 - - 3 . 25,00% 0,00% 0,00 1 000% 0,00%
‘Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Cakupan Layanan Urusan Penurjang
e iz e L () 28.285.08.115 0,00 12| 6511.817.965 3| 1529461970 - 3| 1.520461.970 25,00% 2349% 000 1520.461.970(  0,00% 6,10%
‘Administrasi Kepegawaian Perangkat Cakupan Layanan Urusan Penunjang
Eaeeh e iz e L () 757.386.500 0,00 12| 155.891.000 3 - - 3 . 25,00% 0,00% 0,00 1 000% 0,00%
‘Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Layanan Urusan Penurjang
e iz e L () 9.958.941.919 0,00 12| 505.234.981 3| 154.397.944 - 3| 154.307.944 25,00% 30,56% 000  154397.944)  0,00% 3,93%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Cakupan Layanan Urusan Penunjang
Pomerintahian Daerah Kgiatan Pemerintah (bulan) 5.354.984.768 0,00 12| 1.625.878.200 3| 150977.759 - 3| 150977.759 25,00% 9,29% 000  150.977.759|  0,00% 664%
Pemeliharaan Barang Millk Daerah Cakupan Layanan Urusan Penunjang
Ponunjang Urusan Remerintahan Daarah | fKgatan Pemeriniah (bulan) 3.724.583.906 0,00 12| 359.958.333 3| 141.471.000 - 3| 141.471.000 25,00% 39,22% 000[  141.471.000(  0,00% 16,54%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 27,48% 21,55%
Predikat Kinerja| Sangat Rendah| Sangat Rendah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Cakupan Layanan Urusan Penunjang Dinas Pendidikan
PEMERINTAHAN DAERAH Kegiatan Pemerintahian (%) 100,00 st 100,00 100[  290.838.740.595 47.654.420.891 - 100( 47.654.420.891 100,00% 16,39% NAN|  47.654.420.891 343%
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi | Jumlah Dokumen Perencanaan, Keuangan,
Kinerja Perangkat Daerah Aset dan Kepegawaian (Dokumen)
1.280.324.592 000 4 219.905.900 - 10.725.000 - 1 10.725.000 0,00% 4.88% 0,00 10.725.000)  0,00% 411%
‘Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8 o P 282.204.987.899) 47.444.123.010 - 47.444.123.010 16,81% 47.444.123.010) 9,05%
‘Administrasi Kepegawaian Perangkat
Daerah 53 g 459.650.000 100.500.000 3.950.000 - 3.950.000 393% 3.950.000 086%
‘Administrasi Umum Perangkat Daerah
13.503.758.494 2.822.881.800 53.444.802 - 53.444.802 189% 53.444.802 1,30%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Prariuahar Daeah 4.028.944.255 1.036.136.800 103.000.579 - 103.000.579 994% 103.000.579 4,80%
Pemeliharaan Barang Mik Daerah
2B L i L 26,537.270.771 4.454.329.19 39.177.500 - 39.177.500) 0,88% 39.177.500) 0,16%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0,00% 16,39%
Predikat Kinerja| Sangat Rendah| Sangat Rendah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Niai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
;i:s:ﬁ:mg&“k‘“ 520|  34.569.060.292 500 5| 9457.754671 1.447.353.333 - 100 1447.353333|  2000,00% 15,30% NAN| 1447353333 419% |Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi | Jumlah Dokumen Perencanaan dan
Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kineria Perangkat Daerah yang
memadai (Dokumen) 774.390.391 0,00 2 374.689.200 - 13.130.000 - | 13.130.000) 000% 350% 0,0 13.130.000  0,00% 201%
‘Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumiah Administrasi Laporan Keuangan
yang memadai (Bulan) 28.462.374.883) 0,00 16| 5.979.992980 | 1326892739 - | 1326802739 0,00% 219% 000 1326802739  0,00% 11,01%
‘Administrasi Kepegawaian Perangkat Jumlah Adminisrasi Kepegawaian
Daerah Perangkat Daerah (Bulan) 259.317.960 0,00 2 119.832.000 - - - - 0,00% 000% 0,00 1 000% 0,00%
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Program Kegiatan

Indikator Kineria Program (outcome)/

Target Akhir Periode Renstra

Realsasi Capaian Kineria
RPJMD sampai dengan RKPD

Target ineria dan anggaran berjalan

Realisas! Kineria Sampai Dengan Triwuian

Realisasi Capaian Kineria dan

Tingkat Capaian Kinera dan
Realisasi Anggaran RKPD Tahun

Realisasi Kineria dan Anggaran
RPUMD s/d Tahun 2025(Akhir

Tingkat Capaian Kinera dan
Realisasi Anggaran RPIMD s/d

SKPD Penanggungjawab

Anggaran RKPD yang dievaluasi
Kegiatan (output) Tohun 2024 (12) tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi 0% 2025 () Tahun Pe\aksaznoazasr; RKPD Tahun ahun 2025 (%)
‘Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Tertib Administrasi Umum
Perangkat Daerah (Bulan) 1.229.530.012) 0,00 - 12| 347.730.416, - 16.724.217 - - 16.724.217 0,00% 481% 0,00| 16.724217)  0,00% 213%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang | Jumlah Unit Pengadaan Barang Milk
Urusan Pemerintah Daerah Dagrah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah KondisiBaik (Unit) 1.554.835.400 0,00 - 30 957.584.600) - E - 1 1 0,00% 0,00% 0,00 1 o00% 0,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase Penggunaan Produk Dalam
Pemerintahan Daerah Negeri Pada Belanja Barang dan Jasa
([g:';':)m"w Kota Palangka Raya 671.865.096, 0,00 - 12| 416052275, - 15,830,877 - 1 15,839,877 0,00% 3,81% 0,00 15.830.877)  0,00% 846%
Pemeliharaan Barang Millk Daerah Jumlah Penyediaan Jasa Pemelharaan
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah [ Barang Milk Daerah Penunjang Urusan
:::"‘;";"“ha” Daerah dalam KondisiBaik 1.616.746.550) 0,00 - 12| 1.261.873.200 - 74.766.500 - 1 74.766.500) 0,00% 5,93% 0,00 74766500 0,00% 661%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)| 55,50% 15,30%
Predikat Kinerja Rendah| Sangat Rendah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Cakupan Layanan Unusan Penurjang Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan
PEMERINTAHAN DAERAH Kegiatan Pemerintahan (%) 100,00|  56.956.756.209 100,00 - 100(  11.762.318.709 2.351.566.876 - 100 2.351.566.876 100,00% 19,99% 2.351.566.876 413%  [Perindustrian (2020)
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi | Jumlah Dokumen Perencanaan,
Kinerja P dan Evaluasi Kineria
Perangat Daerah yang dietak (Dokumen) 504.036.420 000 - 11 89.660.000 4 4500000 . 4 4500000 36,36% 502% 0,0 4500000 0,00% 569%
‘Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah () 34.356.636.361 0,00 - 12 7.859.373.347 - | 1.698.942.769 - | 1.698.942.769 0,00% 21,62% 000| 1.698.942769)  0,00% 11,49%
‘Administrasi Barang Milik Darah pada | Tersedianya Adminisirasi Barang Miik
Perangkat Daerah Daerah pada Perangkat Daerah (Bulan) 26.000.000] 0,00 - 12 12.000.000 - 6.000.000 - - 6.000.000 0,00% 50,00% 0,00 6.000.000[  0,00% 46,43%
‘Administrasi Kepegawalan Perangkat Tersedianya Administrasi Kepegawaian
Daerah Perangkat Daerah (Bulan) 928.547.500 0,00 - 12 117.952.000 - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 | 000% 0,00%
‘Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat
Daerah (Jenis) 3.094.205.921 0,00 - 12 414.730.650 - 124.006.639 - - 124.006.639 0,00% 29.90% 0,00 124.006.639|  0,00% 2491%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang | Jumlah Jenis Pengadaan Barang Miik
Urusan Pemerintah Daerah Daerah (Jenis) 2.274.042.177) 0,00 i 5 130.184